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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat
Sistem dan Strategi Kesehatan atas kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan yang menggunakan APBN pada tahun 2025.
Laporan kinerja ini memuat informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai selama satu
tahun anggaran.

Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas
dan fungsi organisasi; rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai
dengan rencana strategis (renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2025 - 2029, disertai
dengan faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang
dilakukan. Seluruh kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana
tahun 2025. Kinerja dalam menyelaraskan tindak lanjut dari berbagai prioritas program
pimpinan, termasuk untuk melakukan debottlenecking tindak lanjut serta koordinasi
horizontal dan vertikal yang dilakukan oleh Pusat diharapkan dapat terus meningkat dan
efektif berkolaborasi di tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan laporan kinerja ini telah mengacu pada peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) nomor 53
tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu
atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan
dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan
Laporan Kinerja ini. Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi
kinerja serta menjadi sumber informasi yang berguna bagi peningkatan kinerja Pusat
Sistem dan Strategi Kesehatan di masa yang akan datang.




IKHTISAR EKSEKUTIF

Unit kerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan adalah unit kerja di bawah koordinasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan
analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi kesehatan. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud diatas Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan menyelenggarakan
enam fungsi yaitu penyusunan kebijakan teknis di bidang harmonisasi dan sinergi strategi
kesehatan, pelaksanaan di bidang harmonisasi dan sinergi strategi kesehatan, penyusunan
skala pricritas dan koordinasi penerapan program transformasi Kesehatan, pelaksanaan
pengelolaan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri, pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pelaksanaan kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan pada Tahun 2025
berpedoman pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tercantum dalam
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Kegiatan
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan pada Tahun 2025

dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Persentase capaian program prioritas Kementerian Kesehatan mencapai 82,82%
dari target 90%. Indikator ini merupakan indikator Renstra periode 2020-2024,
sehingga pengukuran kinerja hanya dilakukan sampai dengan Semester | Tahun
2025.

2. Jumlah dokumen analisis program prioritas yang disusun sebagai dasar
pengambilan keputusan pimpinan telah tercapai sepenuhnya, yaitu 4 dokumen dari
target 4 dokumen.

3. Persentase pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan baik
mencapai 76%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%.

Dari aspek anggaran, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan pada Tahun 2025
memperoleh pagu anggaran sebesar Rp3.699.634.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp3.618.054.560,- atau mencapai 97,79% dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi
tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan mendukung pencapaian
kinerja organisasi secara optimal.

Capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pimpinan
dan pemangku kepentingan dalam menilai kKinerja organisasi, sekaligus menjadi dasar untuk
melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun
berikutnya. ;
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan
analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan pasal 216 Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan merupakan
unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal.
Semangat reformasi telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur pemerintah
dengan tuntutan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang mampu
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pemerintahan
yang baik dan efektif, menuntut kesetaraan, integritas, profesionalisme, serta etos kerja
dan moral yang tinggi. Setiap instansi pemerintah, sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya, berdasarkan suatu
perencanaan  strategi yang  ditetapkan  oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban yang dimaksud, berupa laporan yang menggambarkan Kinerja
Instansi Pemerintah yang bersangkutan, yaitu Laporan Kinerja Kementerian (LKj]),
melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut
disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas, yang akhirnya akan disampaikan kepada Presiden selaku Kepala
Pemerintahan.
LKj Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan tahun 2025 disusun sebagai
pertanggungjawaban atas Kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan selama
anggaran 2025 dengan mengacu pada:
1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Perjanjian Kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Tahun 2025 sebagai

dasar pelaksanaan kinerja tahun berjalan;

4. Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang

masih digunakan secara terbatas dalam masa transisi menuju Renstra 2025—
2029.

5. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 yang telah

ditetapkan ketik Lkj ini ditetapkan

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan oleh
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada masyarakat bahwa Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
berupa output, di samping itu, LKj juga dimaksudkan sebagai implementasi prinsip
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transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good
governance. LKj juga berfungsi sebagai cerminan untuk mengevaluasi kinerja organisasi
selama satu tahun, agar pada periode selanjutnya dapat melaksanakan kinerja dengan
lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tugas, Fungsi Organisasi Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Sistem dan Strategi
Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis,
harmonisasi, dan sinergi strategi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan Kkebijakan teknis di bidang harmonisasi dan sinergi strategi

kesehatan;

b. pelaksanaan di bidang harmonisasi dan sinergi strategi kesehatan;

c. penyusunan skala prioritas dan koordinasi penerapan program transformasi

kesehatan;

d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri;

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan terdiri dari atas:

1. Jabatan Fungsional

2. Jabatan Pelaksana

Dengan penjelasan sebagai berikut; jumlah pegawai ASN Pusat Sistem dan
Strategi Kesehatan yang tercatat sebanyak 85 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural 1

2. Jabatan Fungsional : 56

3. Jabatan Pelaksana : 28

Pada 2025 ini, terdapat 2 kali perubahan struktur organisasi, dimana Januari
hingga Oktober terdapat 12 Tim Kerja, dengan adanya perubahan organisasi, maka per
Oktober terdapat pengurangan menjadi 11 Tim Kerja, dimana Tim Kerja Budaya Kerja
menjadi tidak ada.
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Sekretariat Jenderal

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
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Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Oktober-Desember
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D. Sistematika Pelaporan

LKj Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian
kinerja, evaluasi kinerja, hambatan, dan kendala yang terjadi serta solusi dan rencana
tindak lanjut.
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Sistematika penyajian LKj Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan tahun 2025,

adalah sebagai berikut:

1.

Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)

Berisi ringkasan menyeluruh yang mencerminkan pokok-pokok penting dari
keseluruhan isi laporan, termasuk capaian kinerja utama, isu strategis, serta
rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan kinerja Pusat Sistem dan Strategi
Kesehatan selama periode pelaporan.

. Bab | — Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
(Passkas). Selain itu, bab ini menyajikan gambaran umum mengenai Passkas yang
mencakup tugas dan fungsi, struktur organisasi, profil sumber daya manusia, kondisi
anggaran, potensi risiko, serta gambaran umum standar operasional prosedur dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

. Bab Il — Perencanaan Kinerja

Bab ini memaparkan ringkasan aspek penting dalam proses perencanaan
kinerja, termasuk penjabaran perjanjian kinerja Unit Kerja Pusat Sistem dan Strategi
Kesehatan (Passkas). Di dalamnya juga dijelaskan definisi operasional dari setiap
indikator kinerja kegiatan yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja
selama periode laporan.

. Bab Ill — Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian mengenai tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis
Unit Kerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan (Passkas). Penjelasan disajikan
melalui hasil pengukuran kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah
ditetapkan, disertai pengungkapan capaian yang diperoleh selama Tahun 2025.
Analisis dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana target-target kinerja telah tercapai
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

. Bab IV — Penutup

Bab ini memuat kesimpulan umum dari pelaksanaan dan capaian kinerja Unit
Kerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan (Passkas) selama Tahun 2025.
Kesimpulan disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan memberikan arahan atau
rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan dan peningkatan
kinerja pada periode berikutnya.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

Rencana yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah rencana strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses
dalam wusaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan
berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun,
yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan
internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh instansi
pemerintah untuk menjawab dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat lokal,
nasional, maupun global, serta memastikan penyelenggaraan program tetap selaras
dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan
strategis juga menjadi upaya integrasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber
daya lainnya agar pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dapat berjalan efektif, terarah,
dan akuntabel.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan pedoman strategis dalam
pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra yang sebelumnya diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 (Renstra Kementerian Kesehatan
Tahun 2020 - 2024) berlaku selama masa transisi hingga ditetapkannya Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Kesehatan
Tahun 2025 - 2029. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan, Renstra
tersebut dijabarkan ke dalam Perencanaan Kinerja Tahunan yang memuat sasaran yang
ingin dicapai dalam periode 1 (satu) tahun, strategi pencapaiannya, serta indikator dan
target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yang dituangkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/
perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu,
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian
Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat di instansi
tersebut sebagai penerima amanah, di mana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan
sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya. Perjanjian
Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yaitu
peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025 - 2029
hingga saat laporan ini dibuat, maka di bawah ini kami sampaikan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2025 - 2029 yang menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di
Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, adapun
berikut tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis 2025 - 2029
sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kementerian Kesehatan

1. Masyarakat sehat di a. Meningkatnya kualitas e Angka Kematian Ibu
setiap siklus hidup pelayanan kesehatan Promotif e Angka Kematian Balita
dan Preventif e Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek)

e Angka harapan hidup
sehat pada umur 60 tahun
(HALEG0)

e Cakupan penerima
pemeriksaan kesehatan
gratis

e Prevalensi depresi di
umur 215 tahun

e Persentase
kabupaten/kota yang
mencapai target
kekebalan kelompok

e Angka populasi bebas
PTM

e Angka populasi bebas PM

e Persentase penduduk

b.  Meningkatnya literasi dengan literasi kesehatan
kesehatan masyarakat e Proporsi penduduk
dengan aktivitas fisik
cukup

e Kabupaten/kota Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

e Prevalensi obesitas >18
tahun
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2. Layanan Kesehatan
yang baik, adil, dan
terjangkau

a.

Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan primer,
lanjutan dan labkes

Persentase kabupaten/kota
dengan fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan dengan
perbekalan kesehatan sesuai
standar

Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
mencapai akreditasi paripurna
Tingkat kepuasan pasien
terhadap layanan kesehatan
Persentase Belanja
Kesehatan Out of Pocket
Persentase masyarakat
memiliki asuransi kesehatan
aktif

Rasio tenaga medis dan
tenaga kesehatan terhadap
populasi

3. Sistem Ketahanan
Kesehatan yang
Tangguh dan
Responsif

a.

Meningkatnya kesiapsiagaan &
tanggap darurat kesehatan

Proporsi jenis obat (termasuk
vaksin dan produk biologi)
yang dapat diproduksi dalam
negeri

Proporsi jenis alkes yang
dapat diproduksi dalam
negeri

Indeks alat kesehatan
memenuhi standar

Nilai kapasitas International
Health Regulations (IHR)
dalam Joint External
Evaluation (JEE)
Kabupaten/Kota memenuhi
syarat kualitas kesehatan
lingkungan

4. Tata Kelola dan
Pembiayaan
Kesehatan yang
efektif, adil dan
berkelanjutan

a.

Meningkatnya kualitas tata
kelola dan pembiayaan
kesehatan di pusat dan daerah

Persentase provinsi dan
kabupaten/kota yang
menyelaraskan perencanaan
pembangunan dan mencapai
target tahunan pembangunan
Pengeluaran kesehatan total
per kapita

Skala investasi di sektor
kesehatan
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5. Teknologi Kesehatan |a. Meningkatnya kualitas e Persentase fasilitas
yang Maju ekosistem teknologi kesehatan kesehatan yang terintegrasi
dan uiji klinis dalam sistem informasi

kesehatan nasional

e Persentase masyarakat yang
terpantau kesehatannya
melalui SIKN

e Pertumbuhan layanan
kesehatan berbasis
kedokteran presisi yang
diimplementasikan

e Peningkatan kapabilitas uji
klinik di Indonesia

6. Kementerian a. Meningkatnya kualitas e Nilai Reformasi Birokrasi
Kesehatan yang tata kelola Kementerian Kementerian Kesehatan
agile, efektif dan Kesehatan
efisien

Secara lebih detail peta strategi Kementerian Kesehatan diturunkan ke dalam
Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen
sehingga menggambarkan cascading dan cross cutting kinerja Pusat Sistem dan
Strategi Kesehatan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Cascading IT ke IKK passkas

IT 6. Nilai Good Public Governance Kemenkes

IT (Target: 78 Nilai)
1SS ISS 33. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes
(Target: 92,16 Nilai)
IKP IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes (Target: 78 Nilai)

I

IKK 33.1.13 Jumlah Analisis Program

IKK IKK 33.1.12 Persentase Pengelolaan Bl Vol oo haboncd o

Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan dengan baik (Target: 80%) pehgambiicn Kepuiusan Pnpinen

(Target: 5 Dokumen)
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Gambar 2.2 Peta Cascading Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan 2025-2029

Rancangan Cascading Indikator Kinerja Organisasi ke Individu (Ketua Tim Kerja) (1/3)
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Dalam melaksanakan kinerja dan kegiatan untuk mencapai IKK membutuhkan
kerjasama lintas tim kerja, dalam hal ini Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan memiliki
11 tim kerja yang terdapat dalam lampiran berikut:

Gambar 2.3 Kelompok kerja Substansi Program dan Kegiatan
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Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
> Visi, Misi
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mendukung visi
dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan
Berkeadilan”, dengan misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

> Tujuan

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi dan sistem kesehatan. sehingga tujuan
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan tahun yaitu meningkatnya kualitas analisis dan
harmonisasi sistem dan strategi program Kementerian Kesehatan. Sebagai salah
satu unit kerja di bawah Sekretaris Jenderal, indikator Pusat Sistem dan Strategi
Kesehatan mendukung pencapaian sasaran program “‘meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen internal
Kementerian Kesehatan”. Hasil analisis dan harmonisasi sistem dan strategi
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program dapat digunakan oleh satker lain baik di lingkungan Sekretaris Jenderal
maupun Eselon | lainnya.

> Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas analisis dan harmonisasi
sistem dan strategi program Kementerian Kesehatan pembangunan kesehatan.
Pada tahun 2025, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan memiliki 3 Indikator
pencapaian sasaran. Hal ini dikarenakan masa transisi dari Renstra 2020-2024
hingga ditetapkannya Renstra 2025-2029. Indikator pencapaian sasaran yang
digunakan selama masa transisi adalah jumlah Persentase program prioritas
kemenkes tercapai dengan target sebesar 90%. Sedangkan dalam Renstra 2025 —
2029 indikator pencapaian sasaran yang digunakan adalah Persentase pengelolaan
program, kegiatan, dan Pimpinan yang dilaksanakan dengan baik dengan target
75% dan Jumlah Analisis Program Prioritas yang disusun sebagai dasar
pengambilan Keputusan Pimpinan dengan target 4 dokumen.

> Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian

kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Tahun 2025

Harmonisasi | Meningkatnya Persentase 90 Persentase Program Prioritas Indikator
Sistem dan kualitas analisis | program Menteri Kesehatan yang awal tahun
Strategi dan harmonisasi | prioritas mencapai target yang diketahui 2025,
kesehatan sistem dan kemenkes dari Laporan peralihan
strategi program | tercapai Kinerja/LAKIP/Laporan Tahunan | dari Renstra
Kementerian Kementerian Kesehatan 2020 -2024
Kesehatan ke Renstra
2025 - 2029
Harmonisasi | Meningkatnya Jumlah 4 Jumlah Dokumen Analisis Renstra
Sistem dan kualitas analisis | Analisis Program Prioritas, bisa berupa 2025-2029
Strategi dan harmonisasi | Program tulisan atau presentasi yang
kesehatan sistem dan Prioritas disusun oleh Tim Kerja Passkas
strategi program | yang berkoordinasi dengan
Kementerian disusun penanggungjawab Program,
Kesehatan sebagai sebagai dasar pengambilan
dasar Keputusan Pimpinan (Menteri
pengambilan dan Wakil Menteri).
Keputusan
Pimpinan
Harmonisasi | Meningkatnya Persentase 75 Jumlah arahan Pimpinan Renstra
Sistem dan kualitas analisis | pengelolaan (Menteri Kesehatan dan Wakil 2025-2029
Strategi dan harmonisasi | program, dan Menteri Kesehatan) yang
kesehatan sistem dan kegiatan, diselenggarakan melalui
strategi program | yang koordinasi, dan monitoring
Kementerian dilaksanakan evaluasi program kesehatan,
Kesehatan dengan baik yang diselesaikan selama tahun
berjalan, terhadap seluruh
jumlah arahan Pimpinan yang
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tercatat pada sistem informasi
arahan Pimpinan, dikali 100%.

Rencana Kegiatan

Jika melihat tabel mengenai cascading indikator kinerja berdasarkan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan periode 2025-2029 disebutkan bahwa Pusat Sistem
dan Strategi Kesehatan menyelenggarakan kegiatan terkait akselerasi pengelolaan
program dan Kkegiatan pimpinan, monitoring penyesuaian arahan pimpinan dan
standarisasi advokasianalisis program prioritas pimpinan.

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan juga merumuskan sasaran kegiatan yaitu
Meningkatnya kualitas analisis dan harmonisasi sistem dan strategi program
Kementerian Kesehatan yang kemudian ditetapkan 2 indikator kinerja kegiatan sebagai
tolok ukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut yaitu:

1. Persentase pengelolaan program, dan kegiatan, yang dilaksanakan dengan

baik sebesar 75%.
2. Jumlah Analisis Program Prioritas yang disusun sebagai dasar pengambilan
Keputusan Pimpinan dengan jumlah 4 dokumen.

Perjanjian Kinerja

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk
Perjanjian Kinerja tingkat eselon |l yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis,
indikator kinerja, dan target kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1
(satu) tahun, sesuai dengan rencana strategis.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur,
dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja, antara lain adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanabh;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

4 Kemenkes

Tujuan/Sasaran Strategis/

No. Indikator Kinerja Target
Program/Sasaran Program
(1) (2) 3) (4)
I Tujuan 6: IT6 Nilai Good Public
Kementerian Kesehatan yang agile, Governance Kementerian
efektif, dan efisien Kesehatan**
Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi
kualitas tata kelola Kementerian Kementerian Kesehatan**
Kesehatan
024 . WA. Program Dukungan
Manajemen
Sasaran Program: Meningkatnya IKP 33.1 Indeks Kepuasan
Tata Kelola Organisasi dan Pengguna Layanan Kemenkes**
Pengendalian Intern Kementerian IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran
Kesehatan Kementerian Kesehatan**
6794. Kegiatan Harmonisasi Sistem
dan Strategi Kesehatan
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya IKK 33.1.12 Persentase Pengelolaan 75%
Kualitas Analisis dan Harmonisasi Program dan Kegiatan yang
Sistem dan Strategi Program dilaksanakan dengan baik
Kementerian Kesehatan IKK 33.1.13 Jumlah Analisis Program | 4 Dokumen
Prioritas yang disusun sebagai dasar
pengambilan Keputusan Pimpinan
IKD 33.2.1 Persentase Realisasi
96%

Anggaran Unit Kerja
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Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan

-{ Kemenkes

PUSAT SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonanza Perwira Taihitu
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan  : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

S

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No. :::::;j;::‘:;::::;ﬁ: Indikator Kinerja Target
(1) (2) @) (4)
I | Tujuan 6: IT 6 Nilai Good Public
Kementerian Kesehatan Governance
yang agile, efektif, dan Kementerian
efisien Kesehatan**
Sasaran Strategis 6.1 ISS 33 Nilai Reformasi
Meningkatnya kualitas tata Birokrasi
kelola Kementerian Kementerian
Kesehatan Kesehatan**
024.WA. Program Dukungan
Manajemen
Sasaran Program: IKP 33.1 Indeks Kepuasan
Meningkatnya Tata Kelola Pengguna Layanan
Organisasi dan Kemenkes**
Pengendalian Intern IKP 33.2 Nilai Kinerja
Kementerian Kesehatan Anggaran
Kementerian
Kesehatan**
6794. Kegiatan Harmonisasi
Sistem dan Strategi
Kesehatan
Sasaran Kegiatan: IKK 33.1.12 Persentase 75%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program
Analisis dan Harmonisasi dan Kegiatan yang
Sistem dan Strategi Program dilaksanakan dengan
Kementerian Kesehatan baik
IKK 33.1.13 Jumlah Analisis 4
Program Prioritas Dokumen
yang disusun sebagai
dasar pengambilan
Keputusan Pimpinan
IKD 33.2.1 Persentase Realisasi
: 2 96%
Anggaran Unit Kerja
Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

#* . Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk Ruang Lingkup Tusi)
IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan
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Kegiatan

Harmonisasi Sistem dan Strategi Kesehatan

Pihak Kedua,

A

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
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BAB lii
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan pengumpulan data kinerja yang kemudian
dilakukan analisis apakah capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ingin dicapai
atau terjadi gap antara capaian kinerja dengan target sehingga perlu justifikasi aspek
apa saja yang mempengaruhi capaian tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi
instansi pemerintah. Sedangkan pengukuran yang dimaksud merupakan hasil suatu
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan/sub
kegiatan yang dapat berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan
manfaat.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator,
sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing
indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi yang berkaitan
dengan masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan
program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang
direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Pelaksanaan kinerja Tahun 2025 berada dalam masa transisi dari pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 menuju Renstra 2025-2029. Pusat Sistem dan
Strategi Kesehatan (Passkas), sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan, melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi
Tahun 2025 sebagai pedoman formal yang masih berlaku.

Sejalan dengan ditetapkannya Renstra 2025-2029, Passkas mulai mengacu pada
dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) baru sebagai kerangka awal dalam perencanaan
dan pelaksanaan kinerja. Namun demikian, pada Triwulan | Tahun 2025, pelaksanaan
dan pelaporan kinerja masih menggunakan indikator yang mengacu pada Renstra 2020—
2024. Hal ini disebabkan proses penyelarasan dan penyesuaian indikator kinerja yang
masih berlangsung pada awal tahun anggaran.

Oleh karena itu, dalam pelaporan kinerja Semester | Tahun 2025, masih terdapat
beberapa IKK yang merupakan indikator dari Renstra 2020-2024, karena indikator
tersebut telah digunakan dan dilaporkan pada periode Triwulan I. Selanjutnya, pada
semester berikutnya, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Passkas secara bertahap
disesuaikan dengan indikator yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Berikut
disajikan capaian kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan selama Tahun 2025:
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Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Baru Pusat Sistem dan
Strategi Kesehatan Tahun 2025

Program/ Indikator Target Capaian Keterangan
Kegiatan 2025 2025
Harmonisasi Sistem [Persentase program 90% 82,83% |IKK transisi, tercantum dalam
dan Strategi prioritas kemenkes (sem 1) |LK Semester | Tahun 2025
Kesehatan tercapai dan tidak termasuk dalam
Renstra 2025-2029.
Harmonisasi Sistem [Persentase pengelolaan 76% 76%
dan Strategi program, kegiatan, dan
Kesehatan Pimpinan yang
dilaksanakan dengan baik
Jumlah Analisis Program | 4 Dokumen 4
Prioritas yang disusun Dokumen

sebagai dasar
pengambilan Keputusan
Pimpinan

B. Analisis Capaian Kinerja
1. IKK Persentase program prioritas kemenkes tercapai

Sebagai supporting unit di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan, Passkas berperan dalam penguatan sistem dan harmonisasi strategi
kebijakan. Berikut adalah capaian kinerja Semester | 2025 berdasarkan indikator
dalam perjanjian kinerja awal tahun 2025, dimana indikator Persentase program
prioritas kemenkes tercapai merupakan terusan dari tahun 2024 sampai dengan
ditetapkannya Renstra 2025-2029.

a. Definisi Operasional
Persentase Program Prioritas Menteri Kesehatan yang mencapai target yang
diketahui dari Laporan Kinerja/LAKIP/Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.

b. Cara Perhitungan
Jumlah Program Prioritas Menteri Kesehatan yang mencapai target dibagi dengan
Jumlah Program Prioritas yang ditetapkan Menteri Kesehatan dikali 100

c. Capaian Indikator
Capaian Program Prioritas di Pusat Sistem Dan Strategi Kesehatan terhitung
Sampai dengan Semester 1/TW2 Tahun 2025, hal ini disebabkan pada tahun 2025
IKK Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan “Persentase program prioritas
kemenkes tercapai’ bukan merupakan IKK pada Renstra 2025-2029, dan
statusnya merupakan kinerja lanjutan dari ketetapan Renstra 2022-2024. Capaian
indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Matriks Indikator, Target, dan Capaian Kinerja Program Prioritas Kemenkes 2025

2025 SEMESTER |
No Program Indikator Target Capaian %
Prioritas
1a Integrasi Dukungan analisis strategik terhadap 6 Doku 6 Dokumen 100,00
Layanan perencanaan dan monitoring program men
Primer Integrasi Layanan Primer
Persentase terimplementasinya program 50 % 72,6 % 72,6
Integrasi Layanan Primer pada kab/kota
(n=514)
1b Labkesmas Dukungan analisis strategik terhadap 6 Doku 5 Dokumen 83,33
perencanaan dan monitoring program men
Labkesmas
Tersedianya desain program dan 1 Doku 1 Dokumen 100,00
mapping alat kesehatan men
Tersedianya analisis kebijakan 1 Doku 0 Dokumen 0,00
pemenuhan alat kesehatan dan reagen men
Labkesmas
2 Promosi Dukungan analisis strategik terhadap 2 Doku 2 Dokumen 100,00
Kesehatan perencanaan dan monitoring program men
Promosi Kesehatan
Tersedianya MoU/PKS dengan mitra 1 Doku 1 Dokumen 100,00
terkait upaya kesehatan masyarakat men
3 Stunting Dukungan analisis strategik terhadap 6 Doku 6 Dokumen 100,00
perencanaan dan monitoring program men
penurunan angka stunting
Jumlah intervensi prioritas stunting 9 interve | 1 intervensi 11,11
Kementerian Kesehatan yang mencapai nsi
target
4 Imunisasi Dukungan analisis strategik terhadap 2 dokum | 2 dokumen 100,00
perencanaan dan monitoring program en
Imunisasi
Perpindahan pencatatan imunisasi dari 25 % 23,75 % 23,75
sistem manual ke ASIK
5 Tuberkulosis Dukungan analisis strategik terhadap 6 dokum | 6 dokumen 100,00
perencanaan dan monitoring program en
TBC
Persentase cakupan penemuan kasus 45 % 32 %
TBC dari estimasi kasus
Tersedianya rekomendasi kebijakan baru 1 dokum | 1 dokumen 100,00
untuk peningkatan penemuan kasus dan en
pengobatan Tuberkulosis yang lebih
efektif dan efisien
6 Jejaring Dukungan analisis strategik terhadap 5 dokum | 19 dokumen 380,00
Layanan perencanaan dan monitoring program en
Rujukan jejaring layanan rujukan
Terbentuknya KMK jejaring pengampuan 1 dokum | 1 dokumen 100,00
penyakit prioritas en
7 Transformasi Dukungan analisis strategik terhadap 6 dokum | 13 dokumen 216,67
RS Vertikal perencanaan dan monitoring program en
Transformasi RS Vertikal
8a Ketahanan Jumlah 10 terbesar bahan baku obat 1 dokum | 1 dokumen 100,00
Obat dan kimia dan obat (produk biologi) yang en
Produk diproduksi dalam negeri
Biologi Jumlah 10 terbesar obat yang 20 produk | 14 produk 70,00
menggunakan bahan baku obat yang
diproduksi dalam negeri
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8b | Ketahanan Dukungan analisis strategik terhadap 1 dokum | 1 dokumen 100,00
Alat perencanaan dan monitoring program en
Kesehatan Ketahanan alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan dan alat 17 produk | 14 produk 82,35
diagnostik 10 terbesar yang diproduksi
dalam negeri
Jumlah alat kesehatan dan alat 9000 | produk | 10,38 | produk 0,12
diagnostik yang memiliki sertifikat TKDN 7
di atas 50%
8c | Ketahanan Dukungan analisis strategik terhadap 1 dokum | 1 dokumen 100,00
Vaksin perencanaan dan monitoring program en
Ketahanan vaksin
Jumlah vaksin program yang diproduksi 17 vaksin | 12 vaksin 70,59
dalam negeri
Jumlah vaksin yang memiliki TKDN di 3 platfor | 2 platfomr 66,67
atas 70% m
Jumlah vaksin produksi dalam negeri 23 vaksin | 17 vaksin 73,91
yang mendapat PQ WHO
10 National Dukungan analisis strategik terhadap 1 dokum | O dokumen 0,00
Health perencanaan dan monitoring program en
Account NHA
(NHA) Tersusunnya dokumen National Health 1 dokum | 0 dokumen 0,00
Account T-1 en
11 Annual Dukungan analisis strategik terhadap 1 dokum | O dokumen 0,00
Review Tarif perencanaan dan monitoring program en
Annual review tarif
Dihasilkannya dokumen annual review 1 dokum | O dokumen 0,00
tarif INA-CBGs en
12 Health Dukungan analisis strategik perencanaan | 3 dokum | 4 dokumen 133,33
Technology dan monitoring Health Technology en
Assessment Assessment (HTA) di Indonesia
(HTA) Dihasilkannya rekomendasi kebijakan 3 dokum | 6 dokumen 200,00
berdasarkan studi HTA en
Tersusunnya dokumen Panduan Seleksi 1 dokum | O dokumen 0,00
Topik HTA en
Tersusunnya dokumen Panduan 1 dokum | O dokumen 0,00
Adaptive HTA en
13 Konsolidasi Dukungan analisis strategik terhadap 1 Doku 1 Dokumen 100,00
Pembiayaan perencanaan dan monitoring program men
Kesehatan pembiayaan kesehatan
Dokumen analisa strategi sinergi 1 Doku 1 Dokumen 100,00
pembiayaan pusat dan daerah serta men
publik dan swasta
Perencanaan Dukungan analisis strategik terhadap 6 Doku 6 Dokumen 100,00
Penganggara perencanaan dan monitoring program men
n perencanaan penganggaran
14 | College- Dukungan analisis strategik terhadap 1 Doku 1 Dokumen 100,00
Based perencanaan dan monitoring program men
Specialist College-Based Specialist Program
Program Dihasilkannya dokumen Regulasi 1 Doku 1 Dokumen 100,00
College-Based men
Peluncuran college-based specialist 1 Doku 1 Dokumen 100,00
program men
15 Pemerataan Dukungan analisis strategik terhadap 1 Doku 1 Dokumen 100,00
Tenaga perencanaan dan monitoring program men
Kesehatan di Pemerataan Tenaga Kesehatan di
Puskesmas Puskesmas dan RSUD
dan RSUD Persentase puskesmas dengan 9 jenis 528 | % 63,61 | % 63,61

tenaga kesehatan sesuai standar
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Persentase RSUD Kab/kota yang 59,4 % 66,04 % 66,04
memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 4
dokter spesialis lainnya
16 | Peningkatan Dukungan analisis strategik terhadap 1 Doku 1 Dokumen 100,00
Mutu Tenaga perencanaan dan monitoring program men
Kesehatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Jumlah SDMK yang ditingkatkan 360. SDMK | 252,6 | SDMK 0,070
kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit | 000 35
prioritas
17 | Rekam Medis | Dukungan analisis strategik terhadap 1 Doku Dokumen 0,00
Elektronik perencanaan dan monitoring program men
(RME) Rekam Medis Elektronik (RME)
Implementasi rekam medis elektronik 4000 | fasyan | 30000 | fasyankes 75,00
melalui Integrasi platform SATUSEHAT di | O kes
fasyankes
18 Biomedical Dukungan analisis strategik terhadap 1 Doku 1 Dokumen 100,00
and Genomic perencanaan dan monitoring program men
Science Biomedical and Genomic Science
initiative initiative (BGSi)
(BGSi) Dokumen analisis ethic, legal dan social 1 Doku 1 Dokumen 100,00
impact (ELSI) dari kegiatan BGSi men
Regulasi terkait penetapan pembentukan 1 Doku 1 Dokumen 100,00
rumah sakit (hub) pelaksana BGSi men
19 | Transformasi Dukungan analisis strategik terhadap 100 % 100 % 100,00
Internal perencanaan dan monitoring program
Transformasi Internal
Tersedianya desain program 2 dokum | 2 dokumen 100,00
Transformasi Internal en
Tersedianya regulasi terkait program 4 Doku 1 Dokumen 25,00
Transformasi Internal men
20 Perancangan Persentase Kepuasan Pelanggan 70 % 72,52 % 72,52
Sistem dan terhadap Layanan TU Pimpinan dan
Strategi Protokol
Kesehatan
TOTAL PERSENTASE CAPAIAN 82,83

Berdasarkan matriks capaian indikator diatas pada semester | tahun 2025
secara umum capaian kinerja Pusat Sistem dan Strategi kesehatan mencapai
82,83% dari total indikator yang diukur. Capaian ini tergolong baik, dengan beberapa
indikator bahkan melebihi target (over achievement).

Pada Semester | Tahun 2025, pengukuran kinerja dalam penyajian data ini
mencakup 20 program Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum pada tabel
3.2. Target IKK Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan ditetapkan sebesar 90%,
sementara capaian yang diperoleh sebesar 82,83%. Capaian tersebut merupakan
akumulasi dari hasil setiap program prioritas berdasarkan indikator-indikator spesifik
yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian indikator program prioritas dilakukan
bersama dengan unit eselon satu terkait dan dilakukan melalui pendampingan teknis
ke unit-unit kerja terkait.
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d. Perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya
Berikut adalah capaian indikator dengan tahun sebelumnya.
Tabel 3.3 Capaian indikator 2023-2025
Semester 1 Tahun
2025
jlag Capaian %
get P °
Meningkatny Presentase
a kualitas Program
analisis dan Prioritas
harmonisasi Kementerian
sistem dan Kesehatan 80 96,5 120,6 90 113 125,5 920 82,83 92
strategi Tercapai
program
Kementerian
Kesehatan
e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Pendampingan dan pengawalan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program
prioritas melalui koordinasi rutin, asistensi teknis, dan fasilitasi penyelesaian
isu lintas unit, sehingga hambatan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani
sebelum berdampak pada keterlambatan capaian.

Pemanfaatan data dan sistem informasi melalui aplikasi dan dashboard
monitoring turut meningkatkan efektivitas pengendalian program. Ketersediaan
data yang lebih cepat dan terstruktur membantu unit terkait dalam mendeteksi
deviasi capaian secara lebih dini, mempercepat pengambilan keputusan, dan
mendorong langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Penguatan koordinasi lintas unit dan stakeholder yang dilakukan secara
konsolidatif antara PASSKAS dengan unit teknis pelaksana memastikan
keterpaduan pelaksanaan program. Sinergi tersebut berkontribusi pada
konsistensi arah pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan keselarasan antara
rencana kerja, target indikator, serta strategi pencapaiannya.

Monitoring dan evaluasi berkala menjadi mekanisme kontrol yang penting
untuk memastikan program tetap berada pada jalur pencapaian target. Forum
monev tidak hanya berfungsi memotret progres, tetapi juga sebagai sarana
penyusunan langkah korektif berbasis bukti dan penguatan komitmen kinerja
unit pelaksana

f. Analisa penyebab keberhasilan

Pendampingan dan asistensi teknis membantu unit pelaksana menjaga
kesesuaian pelaksanaan program dengan target serta mempercepat
penyelesaian isu, sehingga potensi keterlambatan capaian dapat diminimalkan
Data yang lebih cepat dan terstruktur memperkuat fungsi pengendalian
program, memungkinkan deteksi deviasi lebih dini, serta mendorong langkah
korektif yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

Koordinasi yang konsolidatif menjaga keselarasan rencana kerja, target
indikator, dan strategi pelaksanaan, sehingga pelaksanaan program prioritas
lebih terarah dan capaian lebih konsisten.

Monev berkala menjadi alat kontrol untuk memastikan progres program
terpantau, memperkuat komitmen unit pelaksana, dan menghasilkan langkah
korektif berbasis bukti secara lebih cepat

22



@: Kemenkes

g. Kendala/masalah yang dihadapi

e Kesiapan dan kapasitas unit pelaksana belum merata, baik dari sisi
pemahaman indikator, pelaksanaan teknis, maupun konsistensi pelaporan

e Kualitas dan ketepatan waktu pembaruan data belum seragam, sehingga
masih terjadi deviasi antara laporan unit dengan data pada aplikasi/dashboard
monitoring.

e Program prioritas melibatkan banyak aktor sehingga koordinasi menjadi
kompleks dan penyelesaian isu lintas unit memerlukan waktu lebih panjang.

e Tindak lanjut hasil monev belum selalu terstandardisasi, sehingga rekomendasi
korektif belum seluruhnya diterjemahkan menjadi rencana aksi yang terukur
dan konsisten.

h. Pemecahan masalah

e Pendampingan terarah kepada unit yang membutuhkan, peningkatan
intensitas asistensi teknis, serta fasilitasi penyelesaian hambatan melalui
koordinasi dan eskalasi pada level yang tepat.

e Standardisasi definisi indikator dan format pelaporan, penguatan disiplin
pemutakhiran data berkala, serta optimalisasi dashboard sebagai early warning
system untuk percepatan koreksi capaian.

e Konsolidasi rutin dan penguatan mekanisme eskalasi isu (PIC, jalur koordinasi,
batas waktu tindak lanjut) agar hambatan lintas unit dapat diselesaikan lebih
cepat.

2. IKK Persentase pengelolaan program, kegiatan, dan Pimpinan yang
dilaksanakan dengan baik

Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan unit Passkas dalam
memastikan agenda prioritas Pimpinan (Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri
Kesehatan) terlaksana secara efektif dan tepat waktu. Pengelolaan ini mencakup
kegiatan koordinasi, pemantauan, serta penyelesaian agenda program kesehatan
yang menjadi fokus perhatian pimpinan setiap tahunnya.

a. Definisi Operasional Indikator
Jumlah arahan Pimpinan (Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan) yang
diselenggarakan melalui koordinasi, dan monitoring evaluasi program kesehatan,
yang diselesaikan selama tahun berjalan, terhadap seluruh jumlah arahan
Pimpinan yang tercatat pada sistem informasi arahan Pimpinan, dikali 100%.

b. Cara Perhitungan Indikator
Cara Perhitungan Indikator 1 yaitu dihitung dari rerata 2 komponen, yaitu:
1. Persentase terlaksananya agenda program prioritas yang harus naik ke
Pimpinan. Dihitung berdasarkan jumlah agenda program prioritas yang terlaksana
naik ke Pimpinan dibagi dengan seluruh agenda yang direncanakan harus naik ke
Pimpinan, dikalikan 100%.
2. Persentase jumlah arahan Pimpinan (Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri
Kesehatan) yang diselesaikan. Dihitung berdasarkan jumlah arahan Pimpinan
yang diselesaikan dibagi dengan jumlah seluruh arahan Pimpinan di tahun
berjalan di aplikasi SIAP dikalikan 100%.
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c. Capaian Indikator

Tabel 3.4 Target Capaian IKK

e “ i

Meningkatnya kualitas Persentase 75% 2025 76%
analisis dan harmonisasi pengelolaan
sistem dan strategi program, kegiatan,
program Kementerian dan pimpinan yang
Kesehatan dilaksanakan
dengan baik

Pada tahun 2025, capaian komponen pertama: persentase terlaksananya
agenda program prioritas yang harus naik ke pimpinan menunjukkan kinerja yang
baik. Berdasarkan analisis agenda yang ditarik dari aplikasi Google Calendar,
tercatat bahwa 97% agenda berhasil diajukan dan terlaksana, dengan realisasi
834 agenda dari target 860 agenda selama periode Januari - Desember 2025.
Pelaksanaan agenda juga berlangsung konsisten sepanjang tahun, tercermin dari
sebaran intensitas kegiatan dengan pola frekuensi yang beragam, mulai dari
harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, hingga tahunan, sehingga mendukung
kesinambungan pengawalan agenda prioritas ke tingkat pimpinan.
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Tabel 3.5 Persentase terlaksananya agenda program prioritas yang harus naik ke Pimpinan

Frekuensi Rapat Program Prioritas Periode Januari - Desember 2025 (kali/bulan) ~47 minggu BN

97% Program Prioritas Telah Teriaksana
Agenda April  Mel  Juni

Realizo Frekuensi

5i M
Piler 1 i
| Skrning Kesehatan 72 13 B 3 ] 4 4 4 3 5 5 & 74 78 B3 T:‘;:k"
2 m 3 1 2 2 o 2 i 1 | 4 1 a 2 2 87.5% Biweakly
3 WP 1 1 3 0 1 0 0 3 2 8 5 6 24 40 Biwaekly
4 Sistern Rujukon Nasional o la] ] o o] o a 1] a 0 1 o 24 | Biwaekly
5 Stunting 0 ] 0 1 o 2 0 0 I 9 3 0 no " Monthiy
& Lobkesnas 0 0 1 0 1 1 0 ] 2 0 0 2 11 1 Manfhly
7 Strategi komunikasi dan promikes "] 4] 0 o o 1 [4] 1 3 [ 12 8 24 35 Biwoakly
8 Kewhaton Lingkungan 2 1] ] o o 1] 1] 0 ] 1 4 a 11 15 Monfnly
9 imunisasl | o 0 0 0 0 1 0 o [ 1 0 o n 2 Menthly
10 Penyakil Menular T 1 o0 o T 2 1 0 ) o o 1 & 7 Bimonihly
1 NID - 0 0 1 0 o 1 1 0 a 4 4 2 & 13 gimonthly
Pilor 2
12 ?x:’:mi"x“”w""om' Jarhing. 2 2 7 1 2 2 2 2 15 & 4 u W Biwaekly
13 Pembangunan RSUD 5 2 4 2 i 1 1 0 1 & 5 i) 4 4 Bwaakly
14 Transformasi BS Kemenkes 1 1 & 3 2 2 7 3 3 7 12 5 24 a2 Biwaekly
e L == 2 o Ry
15 Inclshi kesehatan 2 1 4 1 1 1 1 1 ] 9 4 4 B Weekly
Pilor 4
16 JEN 2 il 1 o o o 2 2 1 5 2 3 T 18 Menihiy
17 Efisensi Belarja Kesehdton (] ] 0 0 1 i 2 1 1 1 T & 24 14 [ Bwoedy
18 NHA ] ] 0 0 ] o a 0 1 0 0 3 ] 5 Anrually
Pilar 5
19 Hospitod Based 0 1 2 0 2 0 3 0 1 4 7 & 47 2 55.3% Weekly
20 insentit DTPK 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 | i 1" ! Manihly
21 Pengeloiaan Kolegium 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 P 3 ERE Monthiy o

Frekuensi Rapat Program Prioritas Periode Januari - Desember 2025 (kali/bulan) ~47 minggu BN
97% Program Prioritas Telah Teriaksana

Targe Realis Frekuensi
' asi ME

Pilar &
22 sistern Informasi Kesehatan Nasional 1 1 3 1 3 4 4 5 2 5 [+] 5 47 34 7234% ‘Weakly
.23 BGSl o 1 4] 1 o | 1 1 1 a 5 1 24 12 50% Biweekly
24 Inovasi Kesehatan 2 o 2 1 o 1 1 o 2 3 & 3 24 21 B7.56% Biweekly

Pilar 7 Biweekly
25 Trarsfarmasi intemal & 5 a a 1 5 2 4 3 ] B 15 24 A6 - Blweskly
26 Penatoon Regulos 18 32 43 ] 10 1% 8 10 & 14 2 3 238 171 71.8% Daily
27 Trarsformosi Poltekkes dan BEKK o 1 [+] o o o 2 1 o 1 2 1 1 a8 TETE manihly
28 Kerjosama LN o o a o o o a v] 1 12 12 4 n » warithly
2% Implemeniation Research o o 4} o o 1 a ] o o o o 1 1 Monthly
~ TOTAL 860 834  97%

Selanjutnya, komponen kedua yaitu tindak lanjut arahan pimpinan yang tercatat dalam
aplikasi SIAP pada tahun 2025, berjumlah 6.173 arahan. Dari jumlah tersebut, 3.398
arahan telah diselesaikan. Dengan demikian, persentase penyelesaian arahan
pimpinan pada tahun 2025 tercatat sebesar 55,05%.
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Gambar 3.1 Rekap Status Pelaksanaan Arahan Pimpinan melalui Aplikasi SIAP Tahun 2025
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Kemudian kedua indikator ini dhitung reratanya:

1. Persentase terlaksananya agenda program prioritas yang harus naik ke
Pimpinan = 97%

2. Persentase jumlah arahan Pimpinan (Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri
Kesehatan) yang diselesaikan = 55.05%

(97% + 55.05%) + 2 = 76%

Dari perhitungan tersebut, maka capaian IKK ini adalah 76%. Jika dilihat dari
capaian pada tahun 2025, maka capaian target indikator “pengelolaan program,
kegiatan, dan pimpinan yang dilaksanakan dengan baik” telah tercapai 101%
hingga akhir tahun 2025.

. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator

Dalam rangka mencapai indikator “Persentase Pengelolaan Program, Kegiatan,
dan Pimpinan yang Dilaksanakan dengan Baik”, unit Passkas telah melaksanakan
berbagai upaya strategis sepanjang tahun berjalan. Beberapa langkah nyata yang
dilakukan meliputi:
o Pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Kesehatan
Passkas aktif mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan program prioritas
Kementerian Kesehatan dengan pendekatan berbasis data dan fokus pada
pilar transformasi kesehatan. Hal ini mencakup pengumpulan informasi,
penyusunan rekomendasi kebijakan, serta dukungan terhadap pengambilan
keputusan pimpinan.

26



@: Kemenkes

Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pimpinan dilaksanakan secara responsif dan
profesional, baik dalam bentuk penyusunan bahan, analisis kebijakan, maupun
pengelolaan arahan harian Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan. Arahan
pimpinan dicatat, ditindaklanjuti, dan dimonitor melalui aplikasi SIAP guna
memastikan tindak lanjut berjalan tepat waktu.

Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Program Prioritas

Passkas telah melaksanakan kegiatan koordinasi lintas unit dan monitoring
evaluasi atas pelaksanaan program prioritas. Hasil monev digunakan untuk
menyusun umpan balik kepada pimpinan dan perbaikan terhadap pelaksanaan
program pada triwulan berikutnya.

Identifikasi Capaian Target Kinerja Pendampingan Program Unit Passkas
secara berkala melakukan identifikasi dan evaluasi atas target kinerja program
yang didampingi, untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di
lapangan dengan arahan strategis pimpinan serta pencapaian indikator output
dan outcome.

e. Analisa penyebab keberhasilan
Beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian indikator ini
antara lain:

Pendampingan berbasis data dan rekomendasi kebijakan membantu
pimpinan memperoleh gambaran capaian dan isu strategis secara lebih cepat.
Agenda diselaraskan lintas unit melalui koordinasi terstruktur supaya
substansi rapat, peserta, dan output tepat sasaran.

Pengelolaan arahan melalui SIAP meningkatkan akuntabilitas dan
kemudahan dalam menelusuri tindak lanjut, memperjelas penanggung jawab,
serta memperkuat kontrol penyelesaian arahan pimpinan secara terukur..
Respons cepat terhadap kebutuhan pimpinan, baik dalam pengambilan
keputusan maupun layanan administratif dan substansi.

f. Kendala/masalah yang dihadapi
Meskipun capaian berjalan positif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

Perbedaan kompleksitas arahan dapat menyebabkan kebutuhan waktu
penyelesaian yang bervariasi sehingga sebagian arahan berpotensi melewati
deadline.

Koordinasi lintas unit/stakeholder pada program tertentu membutuhkan waktu
dan penyesuaian, terutama ketika isu bersifat lintas kewenangan dan
memerlukan kesepakatan bersama.

Ketersediaan data dan pembaruan informasi capaian belum selalu seragam
pada seluruh unit, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan analisis capaian.

g. Pemecahan masalah
Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan langkah-langkah berikut:

Penguatan manajemen agenda melalui penjadwalan ulang yang responsif,
pemetaan prioritas pembahasan, serta peningkatan kesiapan bahan agar
pembahasan program tetap efektif meskipun terjadi perubahan jadwal.
Penyelarasan target waktu penyelesaian berdasarkan kompleksitas dan
prioritas arahan, serta penguatan koordinasi dan eskalasi untuk mempercepat
tindak lanjut pada arahan strategis.
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e Penguatan konsolidasi pra-monev dan mekanisme eskalasi isu lintas unit,
termasuk penetapan PIC, timeline, dan output tindak lanjut agar penyelesaian
hambatan lebih cepat dan terarah.

e Penguatan penyelarasan pelaporan capaian dan peningkatan disiplin
pemutakhiran data, disertai mekanisme review berkala agar informasi kinerja
lebih konsisten dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

3. IKK Jumlah Analisis Program Prioritas yang Disusun sebagai Dasar
Pengambilan Keputusan Pimpinan

Capaian indikator ini direpresentasikan oleh jumlah dokumen Analisis Program

Prioritas yang disusun dan disampaikan setiap tahunnya. Dokumen ini berisi hasil
kajian dan analisis mendalam terhadap program/kegiatan prioritas berdasarkan
masukan lintas program, lintas sektor, evaluasi kinerja, serta arahan strategis
Pimpinan (Menteri atau Wakil Menteri).

a.

Definisi Operasional Indikator

Jumlah Dokumen Analisis Program Prioritas, bisa berupa tulisan atau presentasi
yang disusun oleh Tim Kerja Passkas berkoordinasi dengan penanggungjawab
Program, sebagai dasar pengambilan Keputusan Pimpinan (Menteri dan Wakil
Menteri).

Cara Perhitungan Indikator

Jumlah Dokumen Analisis Program Prioritas, bisa berupa tulisan atau presentasi
yang disusun oleh Tim Kerja Passkas berkoordinasi dengan penanggungjawab
Program, sebagai dasar pengambilan Keputusan Pimpinan (Menteri dan Wakil
Menteri) selama tahun berjalan.

Capaian Indikator

Tabel 3.6 Target Capaian IKK

0,
E:Z?:anr: Indikator Target Periode Capaian Cap/;ian
Meningkatnya Jumlah Analisis 4 Dokumen 2025 4 100
kualitas  analisis Program  Prioritas Dokumen
dan harmonisasi | yang Disusun
sistem dan strategi Sebagai Dasar
program Pengambilan
Kementerian Keputusan Pimpinan
Kesehatan

Pada tahun 2025, indikator “Jumlah Analisis Program Prioritas yang Disusun
sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pimpinan” mencapai target 4 Dokumen
ke-1 berupa dokumen benchmarking standar hemodialisis. Dimana dokumen ini
dijadikan acuan dalam pengambilan Keputusan pimpinan dalam penanganan
Hemodialisis di Indonesia.

28



G: Kemenkes

Dokumen ke-2 merupakan materi yang disampaikan dalam pertemuan koordinasi
berbagai Kementerian/Lembaga dan pihak terkait untuk mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan rencana, kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan di sektor
Kesehatan.

Dokumen ke -3 merupakan merupakan sambutan Hari Kesehatan Nasional ke 61
yang merupakan pegangan bagi semua instansi Kesehatan di Seluruh Indonesia,
mulai dari kantor pusat, UPT, hingga Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia
Dokumen ke-4 merupakan draft Final /ndonesian Health National Compact yang
diajukan oleh Kementerian Kesehatan untuk direview dan dilakukan dukungan
strategis oleh Bank Dunia.

Tabel 3.7 Susunan hasil analisis capaian indikator

Tema Topik PIC Tim kerja Waktu Hasil
Analisis
Analisis Benchmarking Standard Tim Kerja 7 Maret Permenkes 11
Program Hemodialisis Pelayanan, 2025 Tahun 2025
Prioritas di Indonesia, Singapura, Penunjang dan memasukkan
Pengampuan Malaysia, Amerika Bioteknologi usulan
Uronefrologi Kesehatan Pusat benchmarking
Sistem dan
Strategi
Kesehatan
Analisis Materi Komite Kebijakan Semua Tim Kerja 24 Juni Masukan untuk
Program Serta Kesehatan: 1. Pusat Sistem dan 2025 Rancangan
Prioritas Dampak Pemeriksaan Strategi Perpres
Kesehatan Gratis Pada Kesehatan tentang
JKN Jaminan
2. Pending Issues Kesehatan
Rancangan Perpres
tentang Jaminan
Kesehatan
Analisis Empat Tahun Transformasi | Semua Tim Kerja 10 Advokasi
Sambutan Kesehatan Pusat Sistem dan | November kepada
Hari Strategi 2025 Pemerintah
Kesehatan Kesehatan Daerah untuk
Nasional ke 61 melaksanakan
Program
kementerian
kesehatan
Dokumen Agenda pembangunan Tim Kerja 2 Indikator UHC
Draft National | kesehatan nasional periode | Pembiayaan Desember dalam
Health 2025-2029, dengan tujuan | kesehatan 2025 RPerpres RIBK
Compact “Kesehatan untuk Semua”
Inconesia

d. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

e Penyelenggaraan Weekly Katimker (Rapat Koordinasi Tim Kerja): Rapat ini
dilaksanakan secara rutin satu kali setiap bulan untuk membahas penajaman
isu strategis, pengumpulan bahan analisis, dan alur penyusunan dokumen
rekomendasi pimpinan.

e Rapat Koordinasi dengan lintas unit/lintas program untuk membahas iisu
strategis, pengumpulan bahan analisis, dan alur penyusunan dokumen
rekomendasi pimpinan.

29



@: Kemenkes

e. Analisa penyebab keberhasilan

Beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian indikator ini

antara lain:

e Kejelasan mandat dan kebutuhan pimpinan: topik analisis lebih tepat sasaran
karena mengikuti arahan strategis Menteri/Wamen dan kebutuhan keputusan
yang spesifik.

e Koordinasi lintas program/lintas sektor berjalan efektif: masukan data, isu, dan
rekomendasi lebih cepat terkumpul karena ada penanggungjawab program
yang aktif mendukung penyusunan.

e Ketersediaan data kinerja dan bahan evaluasi: akses terhadap laporan kinerja,
capaian indikator, serta hasil monitoring memudahkan penyusunan kajian yang
evidence-based.

e Proses kerja dan timeline yang terstruktur: pembagian peran dalam Tim Kerja
Passkas (PIC, reviewer, editor) membuat proses drafting—review—final lebih
terkendali.

f. Kendala/masalah yang dihadapi

Meskipun capaian berjalan positif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

e Lead time penyusunan yang sempit: permintaan analisis sering bersifat
mendadak mengikuti dinamika kebijakan/agenda pimpinan, sehingga
mengurangi ruang pendalaman.

e Koordinasi lintas unit belum selalu responsif: keterlambatan masukan dari
penanggungjawab program atau sektor terkait dapat menghambat finalisasi
dokumen.

e Perubahan prioritas dan kebijakan yang cepat: isu strategis dapat bergeser di
tengah proses penyusunan, sehingga dokumen perlu penyesuaian ulang.

e Kapasitas analisis dan beban kerja tim: keterbatasan SDM analis dan tumpang
tindih tugas rutin dapat mempengaruhi konsistensi output tahunan.

g. Pemecahan Masalah

Sebagai upaya perbaikan untuk mencapai target pada semester Il, langkah-

langkah berikut akan dilakukan:

e Penyusunan timeline rinci penyusunan dokumen analisis, termasuk penugasan
penanggung jawab dan tenggat waktu setiap tahapan.

e Penguatan koordinasi lintas unit dan pengumpulan data terpadu, dengan
melibatkan focal point dari unit teknis sejak awal proses penyusunan.

e Pengembangan format analisis cepat (rapid brief) sebagai respons terhadap
kebutuhan pimpinan atas dokumen rekomendasi yang bersifat segera.

e Peningkatan kapasitas tim melalui diskusi rutin substansi kebijakan, serta
pelibatan analis kebijakan secara intensif.

C. Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai kinerjanya, Passkas didukung oleh beberapa sumber
daya, antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya
sarana dan prasarana.
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1. Sumber Daya Manusia

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan memiliki jumlah personil pegawai 136 orang
yang terdiri dari 58 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Definitif, 5 orang Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 20 orang Pegawai Negeri Sipil Penugasan, 22 orang
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 2 orang PPPK Penugasan,

16 orang Konsultan Eksternal, 6 orang Patwal, 7 pegawai kontrak dengan rincian
sebagai berikut:

a. Menurut Jabatan
Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan jabatan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2 Grafik jumlah Pegawai ASN definitif
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b. Menurut Pendidikan

Jumlah pegawai keseluruhan berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel
berikut:

Gambar 3.3 Jumlah Pegawai (keseluruhan ASN + Non ASN) berdsarkan
tingkat pendidikan
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c. Menurut Golongan
Jumlah pegawai (ASN) berdasarkan golongan, dapat dilihat pada tabel berikut:

l: Kemenkes

Gambar 3.4 Grafik jumlah Pegawai ASN definitif + Penugasan

Jumlah Pegawai (ASN) berdasarkan Golongan
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2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Berdasarkan neraca Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025, sumber daya
sarana dan prasarana di Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3.8 Sumber daya sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2025

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SAT | SALDO PER 31 DESEMBER
2025
KODE URAIAN SAT | KUANTITAS NILAI

1 2 3 4 5
132111 Peralatan dan Mesin 918 8,569,541,093
3020101003 (Station Wagon Unit 3 467,308,000
3020102003 [Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) Unit 2 1,205,366,901
3040104004 [Lemari Penyimpan Buah 2 7,920,000
3050102007 [Mesin Penghitung Uang Buah 2 13,290,000
3050103007 |Mesin Fotocopy Folio Buah 1 21,681,000
3050104001 |Lemari Besi/Metal Buah 32 93,808,000
3050104002 |Lemari Kayu Buah 63 302,069,210
3050104004 |Rak Kayu Buah 2 30,613,000
3050104005 [Filing Cabinet Besi Buah 13 44,000,000
3050104007 |Brandkas Buah 1 21,725,000
3050104013 [Buffet Buah 1 2,200,000
3050104015 |Locker Buah 7 13,273,500
3050104020 [Lemari Display Buah 3 49,786,000
3050104026 |Koper/Tas Buah 6 11,220,000
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3050105015 |Alat Penghancur Kertas Buah 5 23,480,000
3050105048 [LCD Projector/Infocus Buah 10 159,819,850
3050105049 |Flip Chart Buah 3 10,372,500
3050105058 [Focusing Screen/Layar LCD Projector Buah 3 16,660,000
3050199999 |Alat Kantor Lainnya dummy 12 174,379,250
3050201001 |Meja Kerja Besi/Metal Buah 5 124,704,000
3050201002 |Meja Kerja Kayu Buah 52 226,378,650
3050201003 |Kursi Besi/Metal Buah 168 371,837,864
3050201004 |Kursi Kayu Buah 84 159,390,000
3050201005 |[Sice Buah 1 9,268,500
3050201008 |Meja Rapat Buah 11 101,346,260
3050201014 |Meja Resepsionis Buah 2 34,213,340
3050201019 |Meja Makan Kayu Buah 6 30,888,000
3050201028 |Workstation Buah 22 302,676,000
3050201033 [Sofa set 6 68,309,000
3050201035 [Meja Ruang Tamu Buah 2 7,488,000
3050203001 |Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner Buah 2 12,760,000
3050204001 |Lemari Es Buah 7 46,808,400
3050204004 |A.C. Split Buah 0 0
3050204999 |Alat Pendingin Lainnya dummy 2 17,205,000
3050205999 |Alat Dapur Lainnya dummy 4 11,770,000
3050206002 [Televisi Buah 11 302,213,000
3050206008 [Sound System Buah 1 5,740,000
3050206020 |Camera Video Buah 1 55,000,000
3050206036 |Dispenser Buah 3 9,937,500
3050206045 |Coffee Maker Buah 2 3,960,000
3050206046 |Handy Cam Buah 4 27,110,000
3050206057 |Vertikal Blind Buah 2 69,688,652
3050299999 |Alat Rumah Tangga Lainnya dummy 2 4,225,000
3060101005 |Audio Amplifier Buah 2 20,700,000
3060101036 [Microphone/Wireless MIC Buah 28 50,700,000
3060101040 [Power Supply Microphone Buah 2 16,060,000
3060101048 |Uninterruptible Power Supply (UPS) Buah 1 37,580,160
3060101088 |Voice Recorder Buah 1 1,998,100
3060101999 |Peralatan Studio Audio Lainnya dummy 2 6,380,000
3060102045 [Tripod Camera Buah 4 2,410,500
3060102061 |Lensa Kamera Buah 1 16,500,000
3060102128 |Camera Digital Buah 4 47,356,500
3060102129 [Tas Kamera Buah 1 6,750,000
3060102132 |Video Conference Buah 1 9,712,500
3060102158 |Monopod Buah 1 395,500
3060102159 |Clipp On Buah 2 21,400,000
3060102163 [Duplicator DVD Buah 1 9,625,000
3060102168 |Video Wall unit 1 89,000,000
3060104014 |Mesin Jilid Buah 1 6,050,000
3060201003 |Pesawat Telephone Buah 8 5,500,000
3060201004 [Telephone Mobile Buah 1 31,350,000
3060201006 |Handy Talky (HT) Buah 18 161,808,800
3060299999 |Alat Komunikasi Lainnya dummy 6 10,800,000
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3060322999 [Humidity Control Lainnya dummy 5 50,000,000
3060345001 [Scanner Facsimile Buah 2 35,200,000
3070101004 |(Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) Buah 1 7,492,500
3070101005 [Tensimeter Buah 2 8,214,000
3080141251 [Stabilizer/UPS Buah 1 6,710,000
3080163002 |Board Display Buah 1 70,125,000
3100101002 [Mini Komputer Buah 2 37,480,500
3100102001 |P.C Unit Buah 57 644,022,340
3100102002 |Lap Top Buah 79 1,594,914,536
3100102003 |Note Book Buah 7 104,916,950
3100102009 [Tablet PC Buah 5 148,812,000
3100102999 |Personal Komputer Lainnya dummy 1 13,105,770
3100202014 |Keyboard (Peralatan Mini Komputer) Buah 2 21,978,000
3100202999 |Peralatan Mini Komputer Lainnya dummy 1 3,885,000
3100203003 |Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 68 274,999,260
3100203004 (Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 9 212,547,100
3100203009 [Keyboard (Peralatan Personal Komputer) Buah 1 11,655,000
3100203017 |[External/ Portable Hardisk Buah 5 8,100,000
3100203999 |Peralatan Personal Komputer Lainnya dummy 3 12,105,000
3100204004 |Modem Buah 2 40,228,000
3100204029 |Mobile Modem GSM/ CDMA Buah 1 19,000,000
3150203004 |Helmet Buah 2 17,205,000
3160199999 |Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnyadummy 4 2,878,700
166112 /Aset Tetap yang tidak digunakan dalam 1 21,120,000
operasi pemerintahan

3100102002 |Lap Top Buah 1 21,120,000

TOTAL 8,590,661,093

3. Sumber Daya Anggaran
Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Sistem dan Strategi
Kesehatan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun
2025 tidak terlepas dari bagaimana Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang
dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan pada Tahun Anggaran 2025 beserta
perbandingan pada tahun sebelumnya:

IHarmonisasi Sistem dan Strategi

Kesehatan

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

| |

2025 3.699.634 3.618.054 97.79
2024 8.287.139 8.136.225 98,18
2023 7.089.295 6.628.287 93,50

*dalam Ribuan Rupiah
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Realisasi tahun 2025 untuk semua jenis belanja mencapai 97,79%. Dimana
alokasi sebesar Rp 3.699.634.000 terealisasi Rp. 3.618.054 Total anggaran tersebut
bersumber dari Rupiah Murni (sumber: SAKTI).

Realisasi belanja Passkas Tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.628.287.844 atau
93,50% dari anggaran belanja sebesar Rp 7.089.295.000 (sumber: SAKTI).

Realisasi belanja Passkas Tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.136.225.907 atau
98,18% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 8.287.139.000 (sumber: SAKTI)

Pada tahun anggaran 2025, Passkas semula memperoleh alokasi anggaran
sebesar Rp.6.143.619.000. Namun, seiring diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan
APBD Tahun Anggaran 2025, terjadi penyesuaian terhadap anggaran tersebut.
Akibatnya, anggaran efektif yang tersedia untuk Passkas mengalami penurunan
menjadi Rp.3.699.634.000. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi belanja
Passkas mencapai Rp3.618.054.560, atau sebesar 97,79% dari total anggaran. Data
ini berdasarkan laporan yang tercatat dalam sistem aplikasi SAKTI.

Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan anggaran di satuan kerja Pusat Sistem dan

Strategi Kesehatan dalam pencapaian target indikator kinerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal maka dilakukan perbandingan antara capaian realisasi kinerja anggaran
dengan capaian kinerja indikator program dan capaian kinerja indikator sasaran
strategis di Sekretariat Jenderal sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan

1 2 3 4 5 (3-4)
Sasaran Persentase 82,83 97,79 - 14,96
kegiatan: program prioritas
Meningkatnya kemenkes R: 3,618,054,560
kualitas analisis tercapai A: 3,699,634,000
dan harmonisasi
sistem dan Jumlah Analisis 100 97,79 2,21
strategi program Program Prioritas
Kementerian yang disusun R:3,618,054,560

sebagai dasar
Kesehatan pengambilan A: 3,699,634,000
Keputusan
Pimpinan
Persentase 101 97,79 3,21
pengelolaan
program, dan R: 3,618,054,560
kegiatan, yang A: 3,699,634,000
dilaksanakan TTEEEEEE
dengan baik
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Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai efisiensi
dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Pusat Sistem dan Strategi
Kesehatan tahun 2025 sampai dengan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
dinilai melalui perbandingan antara tingkat capaian kinerja indikator program dengan
tingkat realisasi anggaran yang digunakan. Analisis ini menunjukkan bagaimana
pemanfaatan anggaran berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis
Sekretariat Jenderal.

Pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas analisis dan harmonisasi sistem
dan strategi program Kementerian Kesehatan, indikator persentase program prioritas
Kementerian Kesehatan tercapai menunjukkan capaian kinerja sebesar 82,83 persen
dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 97,79 persen. Dengan realisasi anggaran
sebesar Rp 3.618.054.560 dari alokasi Rp 3.699.634.000, tingkat efisiensi yang
dihasilkan tercatat sebesar -14,96 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian
output masih berada di bawah proporsi penggunaan anggaran. Namun demikian,
indikator ini merupakan indikator transisi yang pengukurannya hanya dilakukan sampai
dengan Semester | Tahun 2025, sementara realisasi anggaran mencerminkan
pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran penuh. Sehingga, nilai efisiensi
yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja sesungguhnya dan
dipengaruhi oleh perbedaan periode pengukuran antara capaian kinerja dan
penyerapan anggaran.

Selanjutnya, indikator jumlah analisis program prioritas yang disusun sebagai
dasar pengambilan keputusan pimpinan mencapai realisasi kinerja sebesar 100 persen,
dengan realisasi anggaran yang sama yaitu 97,79 persen. Tingkat efisiensi pada
indikator ini tercatat sebesar 2,21 persen, mencerminkan keselarasan yang relatif lebih
baik antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran dibandingkan indikator
sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan analisis telah dilaksanakan hampir
sepenuhnya sesuai target dengan penggunaan anggaran yang proporsional.

Sementara itu, indikator persentase pengelolaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan dengan baik mencatat capaian kinerja sebesar 101 persen, yang berarti
melebihi target yang ditetapkan. Dengan tingkat realisasi anggaran tetap sebesar 97,79
persen, indikator ini menghasilkan efisiensi sebesar 3,21 persen. Kondisi ini
menunjukkan adanya kinerja yang melampaui target dengan penggunaan anggaran
yang tidak melebihi alokasi, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan
kegiatan yang efektif dan relatif efisien.

Secara keseluruhan, anggaran Tahun 2025 telah digunakan untuk mendukung
pencapaian kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan. Perbedaan tingkat efisiensi
terjadi karena hasil dan waktu penilaian setiap kegiatan berbeda, terutama pada
indikator yang dinilai hanya sampai pertengahan tahun. Namun pelaksanaan kegiatan
dinilai berjalan dengan baik dan relatif efisien.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan tahun 2025, merupakan
sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Rl dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait
langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2025. Laporan ini juga
menjadi sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan.

Hasil pengukuran indikator “meningkatnya kualitas analisis dan harmonisasi
sistem dan strategi program Kementerian Kesehatan” menunjukan hasil yang positif,
dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,5%, dihitung dari pencapaian IKK 1
sebesar 101% dan IKK 2 sebesar 100%. Terdapat beberapa program dengan capaian
signifikan dan melampaui target, mencerminkan kinerja analitis dan strategis yang kuat
dalam mendukung transformasi kesehatan.

Selain itu, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mulai menyesuaikan diri dengan
dua indikator baru yang tercantum dalam Rancangan Renstra 2025-2029. Capaian
indikator “Persentase pengelolaan program, kegiatan, dan pimpinan yang dilaksanakan
dengan baik” mencapai 76%, yang dihitung dari rata-rata keberhasilan pelaksanaan
agenda ke pimpinan dan tindak lanjut arahan pimpinan. Angka ini mencerminkan
semangat kerja kolektif dan koordinasi yang mulai terbangun dengan baik.

Kemudian indikator “Jumlah Analisis Program Prioritas yang Disusun sebagai
Dasar Pengambilan Keputusan Pimpinan” menunjukkan hasil yang diharapkan dalam
periode, dengan capaian target 4 dokumen.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang
lengkap dan terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mendorong peran
yang lebih optimal dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja,
serta menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran di masa yang
akan datang.

Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Pusat Sistem dan
Strategi Kesehatan akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan
peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan, dengan fokus pada perbaikan di area
yang belum mencapai target optimal. Langkah-langkah yang direncanakan antara lain:

1. Penguatan Fungsi Analisis Program Prioritas
Meningkatkan kapasitas tim analis dan koordinasi lintas unit untuk memastikan
penyusunan dokumen analisis program prioritas sebagai dasar pengambilan
keputusan pimpinan dapat diselesaikan tepat waktu dengan pendekatan yang lebih
sistematis dan berbasis data.

2. Pemantapan Tata Kelola Agenda Pimpinan

Melakukan penyempurnaan mekanisme pengelolaan agenda pimpinan,
termasuk pendokumentasian arahan, tindak lanjut, dan monitoring capaian secara
berkala. Sistem tracking akan diperkuat untuk memastikan capaian indikator
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“Persentase pengelolaan program, kegiatan, dan pimpinan yang dilaksanakan
dengan baik” dapat ditingkatkan secara signifikan.

. Integrasi Indikator Renstra 2025-2029

Melanjutkan proses penyesuaian terhadap dua indikator baru yang diusulkan
dalam Rancangan Renstra 2025-2029, dengan menyusun pedoman teknis
pengukuran dan pemantauan berkala agar seluruh tim memahami ruang lingkup,
metode pencatatan, dan akuntabilitas terhadap indikator baru tersebut..

. Monitoring dan Evaluasi Rutin

Menjadwalkan monitoring dan evaluasi internal secara triwulanan guna
meninjau progres capaian indikator dan menyusun langkah korektif yang cepat dan
tepat.

. Peningkatan Kolaborasi Lintas Unit dan Pemangku Kepentingan

Mendorong koordinasi yang lebih erat dengan biro/perangkat kerja lainnya
dalam penyusunan analisis dan pelaksanaan program, termasuk pemanfaatan data
yang lebih luas untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan Keputusan.
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Lampiran 1 : Matriks Sandingan Anggaran dan Target Kinerja tahun Anggaran 2025

Matriks Sandingan Anggaran dan Target Kinerja tahun Anggaran 2025

Bslanja Capaian Kinerja
Mo Uraian

Anpgaran Realisasi T Target Realisasi %

Tujuan 6. Kementeran
Kemehatan yang agile
efiakfif dan efizien

Sazaran Strategis 6.1
Menmpgkatnya kualites
taias kelola Kementaran
Ke=ehatan

155 33. Miai Reformasi
Birokrasi Kemantenan
Kesehatan

Sasaran
Programipuicomal;
Meaningkatmya Taia Kelola
Crgansasi dan
Pengendalian Intem
Kemanienan Kesshatan

[KF 331 Indeks
Kepussan Pengguna
Layangn Kemankes**

IKP 33 2 Kila: Kinana

Arggeran Kemenberian
Kesehatan™

GTi. Keqistan
Harmonisasi Sistem dan
Strategi Kesshatan

Sameran Hegiatan{owtpul)
; Meninghkatnya Kualias
Aralisis dan Hemonisasi
Sistem dan Strategi
Progrem Kementarian
Kesehatan

IKK.33.1.12 Persertass ETRUH BEG 09, 15% 5% TE% 1%
Pengelotaan Program dan
Kegiaian yang

dila¥zanakan dengan bak

KK 33.1.13 Jumizh TB6. 032 a11.681 06.8% 4 dok 4 dok 100%
AnalisiE Program Priorlas
yanp dsusun sebagai
dasar pengambdan
Kepuhsan Pimpinan
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Lampiran 2 : Dokumen Draft National Health Compact Indonesia

MINISTRY OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA

Ref. Nr : KS.02.01/Menkes/ 6 12025 2. December 2025
Subject : Indonesia National Health Compact

Ajay Banga
President The World Bank Group

Dear Mr Banga,

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, | am pleased to submit to you the
Final Draft of the Indonesia National Heaith Compact for your review and strategic support.

This Compact reflects Indonesia’s highest political commitment to accelerating progress toward
universal access to quality and affordable health services. Anchored in the President’'s Asta Cita
vision and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025-2029, it serves as
both a national deciaration of intent and a five-year strategic roadmap for priority reforms,
investment opportunities, governance mechanisms, and resource alignment.

Through the six pillars of Health System Transformation, we set clear and measurable national
targets, including:

e Increasing the UHC Service Coverage Index (UHC-SCI) to 62 by 2029; and

e Reducing out-of-pocket (OOP) expenditure from 28% in 2025 to 24% by 2029

Indonesia highly values the World Bank Group's leadership in fostering alignment,
accountability, and catalytic financing within the global health architecture. As the global pracess
advances toward consultations and the endorsement of National Health Compacts at the 2025
Annual Meetings and the upcoming UHC Forum in Tokyo, we look forward to deepening our
collaboration with the World Bank to ensure the successful implementation of this Compact and
to contribute meaningfully to global progress toward Universal Heatth Coverage.

Thank you for the continued partnership and commitment to Indonesia’s health reform agenda.

Sincerely Yours,

Mgt ok

BUDI G. SADIKIN
Minister of Health of The Republic Indonesia

ce:
1. Minister of Finance, Republic of Indonesia
2. World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste

H.R. Rasuna Said Street Block X5, Kav. 4-9 Jakarta 12950 Phone/Fax (+6221) 5201591

‘ Kemenkes
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UHC HIGH - LEVEL
FORUM 2025

Tokyo, Japan | December 6, 2025

NATIONAL HEALTH COMPACT

Indonesia

#InvestinHealth
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1. DECLARATION OF COMMITMENT

I line with the President’s Asta Cita vision to empower Indonesian human resources—including
in the health sector—Indonesia’s health development agenda under the National Medium-Term
Development Plon ("RPIMN") 2025-2029 aims to achieve “Health for All." This means ensuring
that every citizen can live a healthy and productive life.

This vision reinforces the government’s
commitment to enhance public health and
nutrition, provide free meals to meet nutritional
needs, control diseases and promote healthy
lifestyles, strengthen health resilience capacities,
and imprave healthcare systems and governance.

For the RPJMN 2025-202%, the Indonesia Health
Sector Master Plan ("RIBKT) 2025-2029 i formu-
lated. aiming to improve for four key indicators: (1)
Life Expectancy, (2) Health Adjusted Life Expectan-
oy (HALE), {3} Total Fertility Rate, and (4] Universal
Health Coverage (UHC) Service Coverage Index.

Indonesia’s healthcare sector stands at a pivotal
moment. Itis no longer just a sockal imperative;
it i5 & strategic economic driver with the
potential to accelerate national growth, create
millions-of jobs;, and strengthen resilience.

High-Level Targets:

» Create a Healthier Population by
establishing comprehensive life-cycle health
care—covering maternal. infant, child,
adolescent, adult, and =enior health—and
ensuring accessible, high-guality, and
integrated healthcare services from primary
to referral healthcare for all age groups,

« Empower Communities with Healthy
Lifestyles by increasing health literacy,
promoting regular physical activity,
implementing comprehensive sanitation
practices, and controlling obesity.

« Provide Accessible and Affordable Quality
Healthcare by enhancing health workforce
management and improving the standards,
quality, and affordability of healthcare facilities
and senvices.

« Establizh a Strong Heatth System by strength-
ening the resifience of pharmaceutical and
medical device supply chains and reinforcing the
national heakth emergency response system.

« |mprove Effective Health Governance and
Financing by strengthening policies and reg-
ukatory framework, establishing a high-guatity
governance system—incduding international
and domestic health partnerships; and de-
veloping sustainable heaith financing mecha-
niems through universal heaith coverage and
improved budget allocation.

« Advance Health Technology by adopting and
integrating cutting-edge technokogies-such
as Artificial Intelligence (Al), genomics, and
precision medicing into healthcare senvices;
fostering an Innovative health technology
ecosystern and digital heaith records; and
increasing investmenit in research, develop-
ment. and medical innovation.

This Health Compact highlights Indonesia's RIBK
2025-2029 and Health System Transformation,
a comprehensive effort to build an indusive,
hegh-guality, and sustainable health system
aligned with UHC goals. (Please see Annex 1)

Through the Health System Transformation,
Indonesia introduces strategic reforms and
innovations to strengthen primary care, expand
accessibility, and leverage digital technologies.
This transformation is structured around six
strategic pillars: primary healthcare, referral
care, health resiliency, health financing

and governance, health workforce, and

health technology, forming the foundation

of Indonesia’s health system reform.

To achieve the targets outlined in RIBK 2025-
2029, the Government of Indonesia will
Imptement coordinated actions across these
pillars, consistent with the RPjMN 2025-2029,
and supported by key nativnal platforms such
#s SATUSEHAT, national accreditation standards,
Mationai Health Insurance (7JkN") strategic
purchasing, Health Technofogy Assessment
[HTA), and domestic product utllization [TKDN).
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I. PRIMARY CARE TRANSFORMA-
TION: BRINGING HEALTHCARE
CLOSER TO THE COMMUNITY

The Government of Indonesia Is committed to
strengthening its primary care services as the
foundation of Indenesia’s health system. This
includes updating the services delivered at
healthcare facilities, including delivering holistic
life-cycle health services that cover promotive,
preventive, curative, and rehabiitative care,

as well as enhancing the role of Fosyandu
{Integrated Health Service Posts). The goal is
ta better monitor the weil-being of mothers,
chiidren, adolescents, and the elderly. This
aims to ensure that communities, especially
those in remote areas, benefit from more
equitable access to basic healthcare services.

To this end, the Government
commits to the following actions:

1. Revitalize the structure and network of
primary heaith senvices and public health
laboratories,

2. Improve the quality of Antenatal Care (ANC)
through training of physiclans in community
heaith centres (Puskesmos), strengthening of
maternal and neonatal quality care services,
and prowvision of Multiple Micronutrient
Supplementation (MMS).

3, Integrate nutrition management in chiidren
by ensuring regular growth monitoning
using standardized anthropometry kit, and
providing local food-based supplementary
feeding (PMT lokal) in Pasyandu.

4. Expand preventive screening by
institutionalizing routine free health
screenings across the life oycle, recorded in
district health dashboards.

5. Upskili cadres with 25 basic standardized
health skills.

6. Scale-up TB case-finding and treatment
coverage through community-based
approaches.

7. Expand HIV prevention, testing, and ART
adherence programs.

8. Impiement the SOPHI (Strengthening of
Primary Healthcare in Indongsia) program
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under the indonesia Health System
Strengthening {IHSS) initiative by providing
standardized medical equiprment in
Puskesmas and Posyandu.

Il. REFERRAL SERVICES TRANSFOR-
MATION: HIGHER QUALITY AND
MORE AFFORDABLE HOSPITALS

The Government is committed to improving
advanced treatment capabilities across all
provinces by upgrading hospitals in all 514 dties,
equipping them with essential facilities - such

as (T scans, MRIs, cath labs, and mammaography
machines - to tackle major diseases like heart
disease, stroke, cancer, and kidney disease.
Through this piliar, the Government s enhancing
hospital networks, developing integrated
competency-based referral systems, ensuring
high-quality service standards; and pricritizing
ten key senvices:

To this end, the Government commits
to the following actions:

1. Upgrade regionat hospitals (e.g. from Type
D to Type ©), especially In underserved and
remote districts. The Government pians to
upgrade 66 regionat hospitals in remote
and underdeveloped regions to improve
service capacity.

2. Implement networks of care for 10
priority diseases {cancer, heart. stroke,
uronephrology, maternal and child health,
TB and respiratory. diabetes mellitus,
gastro-hepatology, emerging Infectious
diseases, and mentai health.
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3. Implement the SIHREN {Strengthening
Indonesia's Healthcare Referral Network)
program under the IHSS initiative to
strengthen hospitai referral capacity by
upgrading regional hospitals, providing
standardized medical equipment, and
improving service readiness and quality
across the health system.,

1l. TRANSFORMATION OF HEALTH
RESILIENCE SYSTEM: READINESS FOR
PANDEMICS AND HEALTH CRISES

The Government s committed to strengthen-

ing national health resilience and emergency
response system through priority interventions
targeting local manufacturing and supply chains
in both the public and private sectors, while also
ensuring quality, equitable access, and affordabil-
ity of essential supplies such &s vaccines, medicai
equipment, and medicines. Additionally, the Gov-
ernment is Improving laboratory networks, sur-
veillance systemns, emergency preparedness and
response measures, as well as ciimate change
resilience management.

To this end, the Government commits
to the following actions:
1. Strengthen surveillance and border health
capacity by upgrading port health offices
to meet International Heaith Regulations
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(IHR) standards, ensuring 75% functional
readiness.

2. Enhance pharmaceutical and vaccine
iogistics through digital inventory, cold-
chain reliability, and state budget {Specific
Allocation Fund -DAK) based infrastructure
investment o reduce stock-outs below 10%.

3. Build supply-chain resifience by
implementing domestic stockpiling and
predictive demand planning for essential
medicines and vaccines.

4. Develop and enhance the capacity of the
country’s Health Reserve Personnel.

IV. TRANSFORMATION OF HEALTH
FINANCING: MORE INCLUSIVE AND
SUSTAINABLE NATIONAL HEALTH
INSURANCE (JKN)

The Government is committed to impreving
overall healthcare funding structures while
progressively expanding universal coverage
through quality governance, poticy development,
fostering internaticnal and domestic
partnerships, as well as ensuring sustainable
financing for healthcare services.

To this end, the Government commits
to the following actions:

1. Maintain universal health coverage
by ensunng 99% JKN enrolment and
enforcing active membership verification
mechanisms.

2. Accelerate the development of national
health account (NHA) from T-2 to T-1 s0
that it can be used for sharpening health
financing planning and interventions,

3. Improve service quality and satisfaction
through performance-based purchasing,
linking provider payments to accreditation
and outcome indicators.

4. Consolidate central and regional govem-
ment health financing, JKN and the private
sector for a stronger and more effective
synergy of health financing sources in
achieving heaith devefopment goals.
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10.

1.

14

13

14

Increase HTA impiementation to ensure
evidence-based quality and cost controd for
mare effective and efficient health services.
Annual review of hospital and health center
=ervice rates in |KM to maintain the quatity
of service to JKN participants.

Protect low-income households by
mairtaining their out-of-pocket health
spending below 4% of total consumpticn
through full JKN coverage and subsidised
contributions.

Consofidate health financing across

the public and private sector through
implementation of gusdelines developed
tny MOH for Public Private Partnerships in
the Health Sector {per MoH regulation Mo.
2712022 on non-physical infrastructure
public prvate partnerships in the
healthcare sector),

Enhance fiscal transparency and
coordination between MoH. BPJS, and
Bappenas by developing a unified health-
financing dashboard for realtime budget
tracking and expenditure anahytics.
Introduce Cutcome-Based Health
Budgeting {OBHE) to link government
health spending with measurable
performance indicators such as maternal
miortality reduction, iImmunization
coverage, and stunting decline.

Develop innovative financing mechanisms,
including biended finance, health impact
bonds, and earmarked "sin tax” allocations
to support non-communicable disease
prevention and focal health service
strengthening.

Strengthen the role of local governments
in fiscal decentralization ioy aligning district
health spending plans (DPA Kesehotan) with
JEM strategic purchasing and performance-
based grants.

Establish a Matienal Health Expenditure
Obsenatory (MHED) ta monitor, evaluate,
and publish periodic health financing data,
ensuring transparency and accountability.
Imptement a Coordination of Benefits {CoB}
mechanism with private heaith insurance
to optimize service Coverage, reduce out-
of-pocket spending, and enhance financial
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protection by ensuring that |KN and private
insurers complement.

15. Expand population coverage with enhanced
service benefits under KN to ensure maore
comprehensive financial protection for ail
population groups.

16. improved subsidy targeting via Mational
Integrated Soco-Economic Data (DTSEM).

17, Increase public health spending,
particularty for essential services, primary
care, and underserved regions.

18. Optimize program financing for family
planning and immunization, where OOF
spending remains relatvely high,

V. TRANSFORMATION OF HUMAN
RESOURCES FOR HEALTH (HRH):
COMPETENT AND EVENLY
DISTRIBUTED HEALTH WORKERS

The Goverriment is committed 10 ensuring
sufficient provision and distribution of health
workers across regions, enhance the guality of
heafthcare professionals through training and
development inmatives, and address the needs
aof the healthcare workforce to provide high
quality services.

To this end, the Government commits
to the following actions:

1. Ensure provision and eguitable distribution
of spedalist doctors in underserved
regions through Hospital-Based Specialist
Doctor Education Program (RSP-PLI.

2. 5trengthen collaboration between the
Mingstry of Health, Ministry of Education
and private universities to align curricula,
accreditation, and graduate placement with
national health needs and digital health
COMPEtEncies.

3. Expand specialist workforce availabiity via
targeted postgraduate quotas, e-learning,
and redistrivution policies to ensure 345
districts meet minimum specialist standards.

4 Strengthen HRH distribution and
deployment through bonding schemes,
remaote area incentives, and pravincial HR
planning to meet national HRH standards.
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5. Ease the fulfiiment of Continuing
Professional Development credit (SKF)
requirements for HRH through the digital
learning platform “Flataran Sefiaf”.

6. Improve clinical competency and
continuous learning by expanding access to
accredited in-service training. with the aim
that at least ong-third of health workers
participate in structured professional

VI. TRANSFORMATION OF
HEALTH TECHNOLOGY: DIGITAL
INNOVATION FOR FASTER SERVICES

To support the objectives of the other pillars, the
Government is fostering innovative technology
and data ecosystems, increasing research and
development including the capacity and number
of clinical trials, as well as promoting medical

development each year.

7. Upgrace hiealth professional education
quality through accreditation support and
curriculum modernisation, targeting that
25% of programmes achieve 'Excellent’
{ungauil status nationally.

B Institutionalfise comprehensive HRH
Management systeims, covering
registration, deployment, and performance

innovation efforts.

To this end, the Government commits
to the following actions:

L

Enforce digital standardisation through
full implementation of Electronic Medical
Records (EMR). ensuring interoperability
with SATLISEHAT.

manitaring, integrated into SATUSEHAT & Exp.and g ihepativand cﬂnfr?ecti-.rit'_.r
SOMK for evidence-based planning, by linking primary healthcare facilities,
monitoring, and governance referral health facilities. laboratories,

g5 Imp&ementla National HeaItH T — and pharmacies to the naticnal health
Ohbsenatory (NHWO), building on SATUSE- . ‘”'”’ma"':':t & iy G
HAT SDMK and National Health Workforce N T
Account (MHWA], to generate reguilar, R R e s "
eviderice-based analysis of HRH density, met_lﬁ_and automated d&shbparl:ls al_me
productivity, skill mix, and megration; and to pERVIRELGIENE k-l B gusiny
inform data-driven poficymaking at national e cl:lrr\.p.iiance. .
A AR s 4 Em!:leci digital health indicators into

10. Estabfish a structured Career and Retention reglunql panaing ‘“PJM.D’ \B ETEINE gqqe.
Framework to improve motivation, reduce P bl Ay oGt Bea Nt
turnover, and ensure fair incentives for decisinn makng, :

5. Strengthen cybersecurity and data

health workers, particularly In remote and
underserved areas.

govenance frameworks, including access
contral, encryption, and regular audit of
SATUSEHAT systems.
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2. TARGETS

Indonesia’s UHC 5Cl score is currently S5, based
on 14 tracer indicators across four key domains:
reproductive, maternal, newbern, and chiid
heaith; Infectious diseases; noncommunicable
diseases; and service tapacity and access. Closing
gaps in these domains Is central to accelerating
Service coverage improvements and achieving
Indonesia’s national UHC targets,

Progress on service coverage must go hand in
hand with strengthened financial risk protection.
Although out-of-pocket (OOP) spending has
declined—ifrom 43.7% In 2013 to around

28.8% in 2024—high GOP continues to expose
households to catastrophic health expenditures.
The current COP share remains above the
upper-middle-income country average of around
24%, underscoring the need for continued
reforms, including further expansion and
strengthening of JKN.

To achieve Universal Health Coverage, the
Government sets relevant targets in RIBK 2025-
2029 1o achieve a score of 62 for UHC 5CI
indicator by 203C and reduce out-of-pocket
expenditures.

A. TARGETS RELATED TO SERVICE COVERAGE INDEX (SCI) INDICATOR

No Indicator

1 Proportion of demand satisfied by modern contraceptive methods

2 Antenatal care (6 times)
3 Skilked birth attendance

4 Complete child immunization

5 Under five pneumonia case findings coverage

6 Maternal mortality per 100,000 live births
7 Under five mortality per 1,000 live births
8 Free health screening coverage

9 Prevalence of stunting

10 Percentage of Puskesmas that have Infrastructure and medical devices

according to heaithcare standards

L. vaccines

12 T8 incidence per 100,000 people

13 TB treatment coverage

14 Percentage of new people living with HIV who are receiving

antiretroviral therapy

15 Number of districts that have achieved malaria elimination
16 Percentage of population implementing open defecation

Percentage of Puskesmas with availability of essential drugs and IRL

Baseline 2029 Target
83.9% (2024) 87.1%
N/A 90%
87.2% (2023) 95%
75%(2023) 95%
34% (2024) 20%
189 (2020) 77
19.83 (2020) 1.9
NA 70%
19.8 (2024) 14.2
18.5%(2024) 90%
62% (2024) 90%
387 (2023) 190
87% (2023} >90%
70% (2023) 90%
389 (2023) 500
4.2% (2023) 0
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No Indicator
£ Non-Communicable Diseases
17 Percentage of population with hypertension under control
18 Parcentage of population with diabetes under controf
19 Percentage of poputation age 10-21 years with smoking behaviour
d.  service Capacity and Access
20 Hospital beds density per 1.000 people
2 Ratio of medical and health workers to population per 1,000 people
22 Mumber of Puskesmas that have met standard of medical and health
workers
3 Ratio of medical specialist per 1,000 population
Mumber of public hospitals that hawve at least 7 medical spedalists
24 and 1 additional medical specialist on oncology, cardiovascular,
neurological, uro-nephrology, or maternal and child health
i Mumber of health care facilities implementing telemedicine program
2% Percentage of health care facilities that has integrated its information
system to SATUSEHAT
7 International Health Regulations {(IHR) score in Joint External
Ewvaluation (JEE)
28 Local production of medicine (including vaccine and biology
products)
il Local production of medical devices
. Other relevant indicators.
30 Active JKN membership
Ell Total health expenditure per capita

B. TARGETS RELATED TO OUT-OF-POCKET (OOP) EXPENDITURE

Mo

[

1

2

Indicator
Percentage of DOP spending relative to total health expenditure

Percentage of O0P spending among the bottom 40% expenditure
Eroup relative to wital health expenditure

Percentage of curatrve DOP spending among the bottom 40%
expenditure group relative to total 00P spending in that group

Baseline

18.9% (2024)
MR

12.4% (2023)

1.38 (2023)

5.2 (2023}

12% (20:24)

018 (2024)

63% (2024)

338 (2024)

46.72% (2024)

50 (2023)

430 (2024)

56% (2024)

T6.5% (2023

108 2.1 million
(2023}

Baseline

285 [2025)

3.98% (2025)

5086 {2025}

l{ Kemenkes

2029 Target

B7.1%

55

0.24

&00

g

7

E3.5%

IDR 3 million

2029 Target

24%

387w

49



Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
Sekretariat Jenderal

=" Kemenkes

3. COUNTRY AND SECTOR OVERVIEW
INCLUDING CURRENT STATUS
AND OPPORTUNITIES

A. NATIONAL CONTEXT

For the past decade, Indonesia has made
major strides toward UHC, expanding access to
essential health services, improving population
health outcomes, while reducing the financial
burden associated with healthcare. These efforts
have led to notable improvernents in key health
indicators: under-five mortality dropped from
1134 per 1,000 live births in 1970 to just

18.1 in 2022 and life expectancy at birth
increased fram 53 years to aver 70 years
during the same period. Since the launch of
JEN in 2014, Insurance coverage has grown
impressively—from 52% of the population in
2014 to nearly 39% by 2024, covering over

278 millicn peaple. The share of out-of-pocket
{COP) payments in total health spending feil
from 40% in 2095 to 29% in 2023.

Desgite significant progress, Indonesia is still far
from achieving its UHC goals. The UHC Service
Coverage index (3C1) for Indonesia lags other
Southeast Asian couniries, particularly in areas
such as noncommunicable diseases (NCDs)
and infectious disease control. For exampie,
Indonesia’s 5C1 in 2021 was 55, compared to
62 in S5EA and 6B worldwide, On the finandal
side. although & remarkable reduction in out-
of-pocket {00F) spending was achieved, the
sustainability of such progress remains to be
seen, The Mational Health Insurance Agency
{BPJ5-K}, which manages KM, has incurred a
deficit nearty every year since its inception
The situation is aggravated with the rising
cost pressures from an aging population, 8
changing disease burden gearing heavily toward
WCDs, and increasing populaticn expectations
associated with income growth

B. CHALLENGES AND OPPOR-
TUNITIES FOR EACH NATIONAL
HEALTH COMPACT PILLAR

HEALTH INFRASTRUCTURE AND
SERVICE READINESS

Regional disparities in healthcare access and
guality persist in Indonesia, leading o widely
varied health outcomes between more affiuent
provinces in western Indonesia compared to
more economically disadvantaged provinces

in the East. For example, currently eastern
indonesia has the lowest percentage of
Puskesmas with a complete heaith workforce
Insufficient and unegual access to referral-level
heaith services aiso persists across Indongsia.
Currently, the facifities with the capability

to deliver standardized services for cancer,
cardiovascular, stroke, and urology services
are still concentrated on the Isiand of java; This
has led to defayed detection, faster disease
progression, lower survival rates. and fosses in
guality of ife and productivity elsewhere.

The Government has prioritized and
institutionalized for the health sector to expand

the distribution of service-ready health facilities,

pharmacies, and laboratories across indonesia.
#s part of the Health System Transformation,
the Government has set targets for health and
iaboratory facilities o be avaiiable and service-
ready at each level of government (Figure 2).
#s such, the nation is well positioned to rapidiy
meet targets for health infrastructure and
sefvice readiness
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Figure 3. Structure of Public Health Facilities and Laboratories in Indonesia’s Health

System Transformation
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DIVERSIFIED SERVICE DELIVERY
PLATFORMS

Indonesia’s health senice delivery platforms range
from “standard” health facilities to more unigue
and novel platforms that were deveioped to cater
ta the unigue needs and resource constraints

of the nation, While the nation has been steadily
building more health facilities to improve access
toe=sential health senvices, challenges remain due
to the unigue geographic constraints within the
archipelago. Initiatives - such as expanding free
preventive screening delivered through monthiy
village health posts called Posyandus’, upskilling
cadres' with 25 basic heaith skills to sharpen their
community outreach efforts and integrating health
senice delivery through other public senices

such iron fiolic add supplementation delivered
to-adolescent girts through their schooks - have

Trained cormeman Iy WOHUNLEET—Ofben i health, education
grassronts level and serves as & bridge between |ocal comrms

further increased access to essenbal services

irt miore rural and remiote regions. Teleheailth
utilization was also supercharged by the Covd-19
pandemic, with gnificant utilization maintained
despite post-pandemic reductions in usage

However, this diversity of platforms has led

to coordination challenges between levels of
care and private versus public facilibes. The
digital heaith pillar under the Health System
Transformation provides a tremendous
appartunity to scale up digital health
infrastructure ta improve care coordination
These include enforcing digital standardisation
of all health facilities, ensuring interoperability
with SATUSEHAT, and expand data integration
and connectivity by linking health fadilities,
laboratories, and pharmacies to the naticnal
health information system (HiS)

=ocial Progroems. —who I'-E||:-'. Imgnement gowerTimaEnt inilaiives ol the
lities and pubilic wereres

i‘ Kemenkes
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PREVENTIVE SERVICES AND
ESSENTIAL PACKAGE REDESIGN

Indonesia is increasingly faced with a complex
‘double burden’ of enduring communicabie
diseases and increasing noncommunicable
diseases (NCDs): At 173 deaths per 100,000
live births (2020 data), Indonesla’s maternal
maortality ratio (MMR) remains significantly
higher than the average for the East Asia and
Pacific region of 77 deaths per 100,000 lve
births. Likewise, it compares unfavorably In
life expectancy and infant. under-five, and
neonatal mortality, pointing to an urgent
need for improved mother and child health
senvices. Furthermore, the country Is the third-
largest contributor ta the global tuberculosis
(TB) burden. The share of deaths due to
NCDs in Indonesia has also increased from
61 percent to 76 percent between 2000 and
2019. These trends are Increasingly straining
indonesia’s health system and JKN, which is
currently still unprepared to diagnose, treat,
and adequately manage chronlic conditions,

Through the first pillar of the Health

System Transformation (primary healthcare
transformation), the Goverrniment is
implementing a major standardization and
redesign of primary healthcare senvices delivered
through primary heaithcare facilities and other
social avenues, such as community outreach
ana schools. The new system focuses on
providing holistic services that cover promative,
preventive, curative, and rehabilitative care,
particularly prioritizing early detection of disease
risks. The first pillar of the Health System
Transformation therefore provides a valuable
opportunity to ensure that the governance
arrangements, particularly between levels of
government and line ministries; institutional
roles, and mandates are available to ensure

the successful implementation of the nation’s
primary healthcare transformation.

C%{ Kemenkes

PILLAR IV: HEALTH WORKFORCE
TRANSFORMATION

Indonesia faces a shortage and maldistribution
of health workers with marny rural and eastern
districts remaining under-served. Only 56%

of Puskesmas in Indonesia are fully staffed?,
with Provinces in the east such as Papua, West
Papua, Maluku, and North Maluku having iess
than 20 percent of their Puskesmas fully staffed.
Indonesia’s physician density in 2022 is low at
0.69 per 1,000 people compared to the World
Health Organization's recommendation of

1 doctor per 1,000 population as a minimum
threshold to ensure adequate access to basic
heaithcare services.

A health workforce transformation is the fifth
pitlar of the Heaith System Transformation,
emphasizing the nation's recognition of, and
commitment to addressing its challenges around
HRH. Initiatives under this pillar aim to increase
availability of HRH tn underserved areas through
redistribution programs using incentives,
training programs, and upskilling. Several
training programs have also been launched

that aim to improve the overall quality of HRH
trained in Indonesia. Thus, this piltar represents
an excellent opportunity for iIndonesia to
address their challenges around the quality and
distribution of HRH in the nation.

FINANCIAL PROTECTION AND
HEALTH FINANCING REFORM

JKN has expanded coverage to nearly all

atizens, with current enrolment at 98% of all
indonesians, However, key challenges remain in
financial sustainability, service quality, and equity.
Persistent deficits arise from high utilization and
limited premium collection, especially among
informal workers, Governance and healthcare
payment fragmentation between national and
local levels further complicates planning and
accountability, limiting JKN's abitity to fully ensure
equitable and efficient universal health coverage,

4in Indonesia, 4 fuly STaffed Puskesinas 1S defined 35 baving ach of 9 réquired essential heaith workers: Doctar, Denrst, Nurse, Midwile,
Nutritionist, Sanitarian, Medical laboratory technician, Pharmacst, and Public tealth offices

1
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A transformation of the health financing system

is the fourth pitlar of the HSTA, which has been
focused on addressing the challenges faced by
JKN since the HSTA's lsunchin 2021. Programs
include consolidation of health financing between
levels of government, finking provider payments
to accreditation and outcome indicators, and
subsidies to pratect low-income households.
Indonesia is therefore well positioned to continue
advancements in health financing te ensure more
inciusive, sustainabie, and equitable access to
heaithcare.

PRIVATE SECTOR ENGAGEMENT
AND INNOVATION

The Government has invested a commendabie
amount of resources into-advancing access to
and quality of healthcare in Indonesia through
the Health System Transformation. However,

a majonity of interventions have been targeted
towards the public heaithcare system when
nearly half of primary care and outpatient care
and up to 40 percent of inpatient care are
delivered by the private sector. In addition, about
63% of the total 3,016 hospitals in Indonesia
are privately owned. Although the Government
has successfully increased the proportion of

C%{ Kemenkes

private heatthcare facilities that have contractual
agreements with JKN, private facilities in remote
and underserved areas remain without contracts.
Coordination of care between the private and
public sector has also been challenging.

In 2022, MoH developed and published The
Guidelines for Public Private Partnerships
(PPPs) in the Health Sector (MoH regulation No.
27/2G22 on non-physical infrastructure public
private partnerships In the healthcare sector).
This guideline |s an exciting oppaortunity te
increase collaboration between the private and
pubfic sector by simplifying non-infrastructure
PPPs for health. such as health facility and service
management projects and delivery of health
promotion and prevention programs,

indonesia’s healthcare sector stands at a pivotal
moment. It is no longer fust a social imperative; it
is a strategic economic driver with the potential
to accelerate national growth, create millions of
jobs, and strengthen resilience. Yet, this promise
comes with challenges: infrastructure gaps,
workforce shortages; and financlal sustainability
pressures. Through coordinated action and
public-private collaboration, Indonesia can
transform its health system into a high-value
engine for Inclusive development.

Figure 4. Why Healthcare Matters for Indonesia’s Economy

Healthcare = Strategic Economic Sactor
« Tousl Heokh Expeocihre (THE) reaches (DR 614,57
In 2023 {2.94%, of GDP). 518 below ASEAN peers
(Malaysia 4 2%, Sngapore 4.5%),
* Per capia spend: USD 138 ve Malaysia USD 458 ve
Singapore USD 4,320 — hugs growth hegdroom

Economic Multipliers and Job Craation /\

+ Evory IDR 1 spont on healthcaro
genorates IDR 2-3.2 in GOP output and
employment income.

+ 25 million people 3 amgioyed in s
hoath and seoal work seclor, noudng 1.58
miiion clinical professionals. If hoaithoan
Iparding coninues 1o grow il & compound
annual gromth fade (CAGR) of 5-10%, et

in T seclor is projected 10
rewch 3.5 to 4 milllon by 2000

S

Demand Drivers

« Fising Income - higher expectations

!uwdnm
popntaton: elderty share grows
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+ NCD burdon: 68% of disoase load.
ctronc care dominalos cisime.
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Indonesia’s total healthcare expenditure reached
DR 628 trillion in 2024, equivalent to 2 94%

of GDP. This positions healthcare among the

top 10 sectors, but the real story liesin its
untapped potential. Compared to regional peers.
Indonesia’s per capita health spend - USD 138
versus Malaysig's USD 458 and Singapores

USEr 4,320, underscares a vast headroom for
growth. Every Rupiah invested in healthcare
generates IDA-2 - 3.2 in GDP. output, with the
highest multiplier in government. manufacturing,
education, and |ogistics.

Value Chain Deep Dive:

1. Pharmaceuticais: Indonesia’s pharmaceutical
market reached DR 145.7 trillion (=USD 8.3
biflion) in 2024, growing at-a healthy 7.5%
CAGR, Ethical drugs dominate with a 70%
share, while generics are expanding rapidly
(+24%). The opportunity i clear: only 9% aof
global innovative drugs are available locaily,
signalling vast headroom for faster access
and formulary inciusion. Import dependence
remains high—90% of APls are sourced
internationally—cresting 4 strategic case for
tocal manufactuning and R&D investment.

2. Medical Devices: The medical device
market & projected to reach |DR 38.1
trillion (=USD 2.3 billien) by 2025, growing
at 12% CAGR, well above global averages:
Public procurement spending hit IDR 30
trillion in 2023, with local share improving
from 32% to 48%, signalling progress in
compliance of Local Content (TKDM) poficy.
There is significant opportunity in localizing
high-demand consumables and mid-tier
instruments, thereby reducing dependence
on imports, which currently account for
76% of the market, and leveraging PPP= and
technology transfer for advanced devices
such as imaging and surgical equipment.

C%{ Kemenkes

. Diagnostics and Labs: Indonesia’s (VD market

s valued at IDR 4.8 trillion (=USD 297 million)
in 2024 and is projected to reach IDR 5.8
trillion by 2025 (CAGR 2.7%). The broader
labr diagnostics market stands at IDR 26
trillion, expected to grow to DR 40 trillion
by 2028 (CAGR 5.5%). Opportunities include
increasing health conscdousness. expanding
molecular and genetic testing, optimizing
diggnostic networks through hub-and-
spoke models, and integrating lab systems
with SATUSEHAT for real-time data. Scaling
reagent praduction and reducing impaort
refiance can further strengthen resilience

Providers: The hospital and clinic segment
is the largest in the vaiue chain, with a
market size of IDR 371 trillionin 2023,
projected to reach [OR 563 trillion by 2030.
Private hospitals are growing faster (CAGR
7-9%) than pubiic faciities (4-7%). driven
by demand for spedalized services and
foreign investment. Opportunities inciude
expanding Ambuiatory Surgical Centers
(ASCs), developing bundied care models,
and building centers of exceflence in
oncology, cardiac, and orthopedics—critical
to recapturing USD 11.5 biflion in outbound
medical tourisen, FPPs fior 500 new hospitals
represent an investment of IDR 125 trillion.

. Supply Chain and Distribution; iIndones:a’s

healthcare distribution network is vast

yet fragmented, with 2,900+ licensed
pharmaceutical distributors (PBFs)and
6,900+ of medical device distributors.
Opportunities inciude digitalizing logistics
through SATUSEHAT for real-time inventony
tracking, consolidating networks, and
leveraging enterprise resource planning (ERF)
Systems and e-commerce integration. Village
Cooperatives can play a rake in last-mile
defivery, improving 80Cess in remote areas.

13
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ANNEX 1

41 STRATEGIC OUTCOME INDICATORS RIBK 2025-2029INDONESIA):
AN ALIGNMENT TO RPJMN AND RIBK 2025-2029
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SIX PILLAR OF INDONESIA HEALTH SYSTEM TRANSFORMATION
(TRANSFORMASI KESEHATAN INDONESIA): AN ALIGNMENT TO RPJMN AND RIBK 2025-2029
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Lampiran 3 : Analisis Program Prioritas Pengampuan Uronefrologi dengan topik

Benchmarking Standard Hemodialisis di Indonesia, Singapura, Malaysia, Amerika

Kemenkes

Benchmarking Standar Hemodialisis
di Indonesia, Singapura, Malaysia, Amerika
7 Maret 2025

Pusat Strategi Kesehatan

Ringkasan Eksekutif

Hasil kajion regulasi hemodialisis (HD) di Indenesia, Singapure, Malaysia, dan Amerika Serikat, dolam haol standar SDM, dan pelap , sbb:

A.5DM

1. Pencnggung jawab HD:

+ Regulcsi Indonesio relalif berimbang dengan negara-negara lain. Namun, Malaysio melonggarkan aturan untuk ya

kritis layanan HD. yaitu: penancgung jowab oleh dokter umum ctau spesialis lain dengan pelatihan HD >200 jam dan supervisi Sp.PD-KGH.

» Rekomendasi: ndonesia dapat mengadopsi regulasi Malaysia untuk daerah-daerah berkebutuhen HD tinggi. namun minim SDM 5o.PD-KGH.
2. Pelaksana HD:

. lndcnema mengolur pelaksuna HD yaitu dakrer urnurn dan perawol joga harus bersertifikasi HD (melalui pelatihan); dan tidak

/ HD.

. Slngc:pum tebih ketat dengun mengalw perawal supervisor memiliki serlifikasi HD dan pengaloman HD min. 2 tohun atou pengalaman HD
min. 3 tahun (tenpa serfifikasi HD).

+ Amerika lebih longgar dengon mengatur perawat memiiki pengalaman klinis min. 12 bulon dan pengalaman HD min. é bulan [perawat

supervisor] atau min. 3 bulon (perawot pelaksana); idak mewajibkan sedifikasi.

Maloysia lebih ketat dengan mengatur perowal memiliki pelatihan min. ¢ bulan dan pengalaman HD disupervisi.

« Biaya pelatihan HD di Indonesio mencapai Rp 22jt/orang.

+ Rekomendasi: ndonesio dapot melonggarkan oturan SDM pelaksana HD. seperti AS, menjadi: dokter umum/perawat bersertifikasi HD atau
dokter umum/perawat dengan pengolaman klinis min. 12 bulan dan pengalaman HD min. & bulan.

B. Ruangan
» Indonesia mengatur 13 jenis ruangan, lebih banyak dari Singapura (?) don Malaysia {10} sedangkan, sama dengan AS (13).
* Standar spesifikasir di Indonesia berimbang / fidak lebih ketat dibanding gara lain.

« Rekomendasi: ndonesio dapat menyadarhammn persyaratan rvangan seperfi Sungapu:c menjodl 9 ruangan, yaitu dengan: 1)
menggabungkon ruang admin dan rvang konsultasi menjadi satu ruang persiopan HD: 2) menggabungkan ruang tangki air harian menjadi
satu dengaon ruang penyimpanan bersih: 3) mengintegrasikan ruong tunggu. ruang petugas, dan ruang coat dengan instalasi loinnya di
fosyankes tersebut,

C. Pelaporan
* Indonesia [dalam Permeankes 17/2024) mengatur frekuersi peloporan minimal 1x/tahun, nomun fidak mengatur secara spesifik ke mana harus
mengitimkan laporan. Sedangkan, Pedoman Pernelr yang sering menjadi acuon di lopangon, mewajibkan fosyankes melopor 2x/fahun ke
Indanesiaon Renal Regisiry (IRR) milik Permefri don Dinkes Kab/Kota,
* Rekomendasi: indonesia perlu mengatur kewajiban peloporan data HD ke registn uronefrologl yang terkoneksi SATUSER ARE?H@HR
peloporan juga dopat disesuaikan yaitu setiop ada kasus baru (seperti regulasi Singopura). ] e5 2
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PARAMETER INDONESIA SINGAPURA MALAYSIA AMERIKA SERIKAT
Penanggung 1. Dokfer 1. Dokfer 1. Dokter 1. Dokter
jawab a. Sp.PD-KGH; atau a. Sp.PD-KGH dengan: a. S5p.PD-KGH: atau SpPD atau Sp.A dengan:
b. $p.PD dengan: = Pengaloman HD min. 2 tahun b. Sp.A (K) Nefrologi; atau = Pelatihan nefrologi; don
« Pelafihan/Fefiow c. Sp.PD dengan: « Pengaloman HD Min. 1 tahun
Didiisis + Pelatihan HD 2 200
DAN jom: don DAN
2. Perawat Supervisor + Supervisi Sp.PD-KGH: 2. Perawat Supervisor
a. Sertifikas HD™* dan atau + pengaloman Klinis min. 12
pengaloman HD min. 2 fahun: d. Dokter Umum/Spesialis bulan; dan
atau lain dengon: « Pengolomon HD min. 6 bulan
b, Pengalaman HD min. 3 tahun + Pelatinon HD 2 200
tanpa sertifikasi HD jom: dan
« Supetvisi Sp.PD-KGH
Dalam keodaan khusus: doerah
barkebutuhan kritis layanan HD
Staff 1. Dokfer Umum : 1. Perawat: 1. Perawat: 1. Perawat:
pelaksana = Tersertifikasi HD*; dan « Peiatihan kompetensi HD***; don « Pelatihon HD**** min. 6 « Pengaloman klinis min. 12
« Terserfifikasi * Mendapatkan persetujuan dari bulon; dan bulan; dan
kegawatdaruroton: penanggungjawab (Sp.PD-KGH = Pengalamen HD yang « Pengaleman HD min. 3 bin
dan atou perawat supervisor) disupervisi dibawah supervisi
= Min. 1 orang 2. Perawal home dialysis.
2. Perawat: = pengolaman klinis min, 12
« Tersertifikosi HD*; dan bulan; dan
* Min 3 orang « Pengalaman home dialysis
3. Tenaga kesehatan lain dan min. 3 bin
penunjang sesuai ** dari organisasi ferakreditasi National Nuning “***certification program shall be as 3. Tenaga Kesehatan lain (ahli gizi,
kebutuhan Y ona g ey fecogrised by fhe Drector GenenlefHealh| ™ social worker, teknisi dialysis, teknisi
water freatment)
dari PB Pemeti

KGH : Konsuftan Ginja! dan Hipenensi
HD  : Hemodialisis

L

2. Standar Ruangan (1/2)

3

PARAMETER INDONESIA SINGAPURA MALAYSIA | AMERIKA SERIKAT

15D s s s v
2. HD Isclasi r / " r
3. Administrosi 7 v
4. konsullos 7 ¢ v v
5. Fencucian Filter (Re-Use) v v v 4
6. Water treafment 7 ¥ v

7. Penyimpanan bersih: Dry [alkes, linen, obal) I’ v
8. Penyimpanan bersih: Wet (tangki air harian, dialisat) i v/ v v
9. Penyimpanan kolor/ pembuangan limbah v 'y v v
10. Toilet v v v

11, Nurse station d v
12.Petugas v 7
13.Tunggu s s

14, Persiopan obot 7

15. Farmiasi 4
T4 Tindakan P
17.Recaovery 7
18. Petugas kebersihan 7

Total Standar ruangan 13 9 10 13

(. 4
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2. Standar Ruangan (2/2)

P

& Kemenkes

Indonesia Singapura Malaysia Ametika Serikat
Luas Jarak: ontar bed 2 2.4 m atau | Jarak: antar bed 2 m atau lugs: =45 m? Cukup menampung bed/sofa
Luas: min. salah satu sisi 3m Luas: = 5.8 m2 dan terdapat jorak dialysis dan 2 orang petugas
yang cukup untuk satu orang berdiri
di masing-masing sisi bed/ sofa
Suhu 27 -26°C 217 -24°C Tidak diatur TO°F-TZF [21°C - 22°C)
Kelembapan | Tidak diatur Maksimum 60% Tidok diatur 55F—60%
Ventilasi Pertukaran udara min & kali Target CO2 <800 ppm untuk Ventilasi odekual menyediokan Tidok diatur
perjam mencegah penularan infeksi sscara) pertukaran udara per jam 10 kali
airborne, ruang isolasi tekanan
negalif, dengan pertukoran udoro
per jom 12 kaii
Lantai Tidak diatur Mudah dibersinkan (disorankon Mudah dicuci dan dibersihkan, Tanpa sambungan, Epoxy
vinyl flooring), coved skirting fidak ficin
Bedhead 3 soket listrik permanen, Gas Tidak diatur Jumiah soket listrik cukup & soket Listrik 5/15 A, Saluran
daon Vakum Medis, flowmeter, Oksigen, Vakumn, saluron masuk
dan suction treated water. don pembuangan
Pintu z 1.2 m (dilengkapi dgn kaco | Ukuran tidak menghambat zl.2m 1.2m
jencela pengintai) transportasi alat, dan transportasi
bed pasien
Tinggi Tidak diatur Tidak diatur x24md nac 24227 m
2 3 m tanpa dengan ac
300 ux Tidak diatur Tidak diatur Tidlak diatur

Pencahayaan

% Kemenkes

L!ﬂi@ °
3. Standar Pelaporan (1/2)
INDONESIA SINGAPURA MALAYSIA AMERIKA SERIKAT
Lap K di P kes: Tidak diatur harus MOH Singapura National Renal Registry (NRR) dan | Secretary of Heaith and
melapor ke mana, namun oda MOH Malaysia Human Services
kewajban uniuk melaporkan.
Pernefri: Waijib melaporkan ke
Indonesia Renol Regisiry (IRR} milik
PERNEFRI
Data yang Permenkes: Tidak diatur Kasus baru infeksi blood-bome - Laporan pelayanan - Loporan pembiaycan
dilaporkan: Pernefri: data pasien, anamnesis, | virus (BBV) seperti Hepatitis B, - Kasus kematian maoupun - Formulir Admrinistrosi
diagrosis (termasuk infeksi blood | Hepatitis C. dan HIV kosus infeksius ke MOH - Patient Survival Form
borne virus seperti Hepatitis B, - Indikator periorma kiinis
Hepatitis C, HIV), Tindokan, dan dan indikator klinis
data fasilitas standor loinnya
Frek i pelap Per L Min. 1x per tahun Sefiop kasus baru Min. 1x per tahun Tidak datur
Pernelri: 2x per tahun
? % Kemenkes
I.bﬁ ;
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3. Standar Pelaporan (2/2)

Varlabel Dota

Indonesia Renal Registry (IRR)

G%E Kemenkes

SATUSEHAT

Data Pasien Identitas, Pembiayaaon, Status Pasien [Reguler/ Identitas, Episcde kejodian
Travelling)
Anamnesis Status Merokok Riwayat Penyakit Pricadi
Hipertensi [Derjat Hipertensi, Mendapat Obat
Hipertensi.Terkontrol)
| DM [Mendapat Obat DM, Terkonirol)
Diagnosis ICD X ICD ¥: Chronic Kidney Disease, Bafu Saluran Kemih,
Congenital onromaiies of the kidney and urinary froct,
Glemernulonefitis, Nefropati Diabetik, dan Hipertensi
| Renaol Disease
Tindakan HD HD
CAPD CAFD
Transplantasi ginjal Transplantasi ginjol
|Data Fasilitas Mesin dialisis [Jurnlah, Merek, Tipe Dialiser) Pelaporan dolom aplikasi berbeda [ASPAK)

Digliser Re-Lse
Layanan HD HBsAg
Ruang lsolasi HBsAg
Layonan HD Anti-HCH
Ruang lsclasi Anti HCV
Layanan HD HIV
Ruang Isolasi HIV

e
D
A

% Kemenkes

C%E Kemenkes
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Rekomendasi Standar Ruangan

INDONESIA
PARAMETER sesual PMK 40 thn Rekomendasi SINGAPURA
2022

1.HD s v v
2. HD Isclasi T v 7
3. Adminishasi e

4. Konsultasi if 3 v
5. Pencucian Filter [Re-Use| i 7 7
6. Water freatment s v 7
7. Penyimpanan bersin: Dry [alkes, inen, obat) v

8. Penyimpanan bersin: We1 (tangki air harian, dialisat) r £ d
9. Penyimpanan kotor/ pembuangan limbah f e 7
10. Murse Station if 7

11. Toilet 7 e &
12.Petugas 7 Ruangan ini dopat|

B et

14. Persiapan obat 7
15. Farmasi

1é.Tindakan

17.Recovery

18, Petugaos kebersihan

Tolal Standar Ruangan di Unit HD 13 9 9

L

c%%

% Kemenkes

Kemenkes
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Lampiran 4 : Analisis Sambutan Hari Kesehatan Nasional ke 61 dengan topik Empat Tahun

Transformasi Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN DAN ARAHAN
MENTERI KESEHATAN
PADA HARI KESEHATAN NASIONAL KE - 61
JAKARTA, 12 NOVEMBER 2025

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Hadirin yang Saya hormati,

84 juta anak Indonesia hari ini akan mencapai usia produktif pada tahun 2045 — tepat
satu abad Indonesia merdeka, Kita hanya memiliki 2 dekade lagi untuk memastikan mereka
tumbuh sebagai generasi yang sehat. tangguh, dan unggul. Tema “Generasi Sehat, Masa
Depan Hebat” pada Hari Kesehatan Nasional ke-61 adalah seruan pengingat bagi kita
semua, bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa esok hari.

Empat tahun terakhir, kita telah menapaki Transformasi Kesehatan Indonesia
sebagai pondasi menuju masa depan tersebut. Fokus kita bergeser dari mengobati orang
sakit, menjadi menjaga orang sehat tetap sehat. Transformasi Kesehatan harus terus kita
gelorakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan akses yang
mudah, kualitas yang baik, dan biaya yang terjangkau.

Hadirin yang Saya banggakan,
Dalam kurun satu tahun, tiga Program Hasil Terbaik Cepat Bapak Presiden di

bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari 52 juta orang
menyadari pentingnya deteksi dini penyakit dengan mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG),

Ji. H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-8 Jakarta 12950 Telpon/Faximile (021) 5201591
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yang juga berdampak pada peningkatan cakupan skrining TB hingga menjangkau lebih
dari 20 juta orang. Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan dan
peningkatan RS terus berjalan di berbagai pelosok negeri, demi mewujudkan Kualtas layanan
kesehatan yang merata. Di tahun 2025, 32 dari 66 lokus peningkatan RSUD berjalan sesua:

target.

Capaian enam pilar transformasi kesehatan menunjukkan bukti nyata kerja keras

dan kolaborasi seluruh insan kesehatan Indonesia. Hari Kesehatan Nasicnal ke-61 adalah
momentum refleksi dan apresiasi atas capaian strategis yang telah kita rainh bersama,
sekaligus ajakan untuk terus melanjutkan gerakan bersama ini.

1.

Pilar pertama, transformasi layanan primer sebagai layanan yang paling dekat dengan

masyarakat.

8.349 Puskesmas ielah menerapkan integrasi layanan primer.

Untuk pertama kalinya, prevalensi stunting balita turun di bawah 20%, yaitu
mencapai 19,8%.

324.380 kader kesehatan telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar,

Sistem surveilans penyakit kini lebih cepat dan terintegrasi, dengan kapasitas

laboratorium kesehatan masyarakat yang meningkat di seluruh provinsi.

Pilar kedua, transformasi layanan rujukan dengan fokus peningkatan mutu dan
pelayanan Rumah Sakit.

Percepatan peningkatan pelayanan RS rujukan di 514 Kab/Kota melalui program
pengampuan penyakit prioritas utama: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi.
Saat ini 29 provinsi sudah mampu melakukan bedah jantung terbuka, 29 provinsi
sudah mampu melakukan clipping dan 8 provinsi sudah mampu melakukan STA-
MCA Bypass pada kasus stroke.

Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan menunjang ketersediaan obat,
vaksin, dan alat kesehatan di dalam negeri.

10 dari 14 antigen vaksin program imunisasi rutin telah mampu dipreduksi dalam
negeri,

10 dari 10 bahan baku obat penggunaan tertinggi (by volume) telah mampu
diproduksi di dalam negeri.

8 dari 10 produk biologi prioritas telah mampu diproduksi di dalam negeri.

9 dari 10 alat kesehatan belanja terbesar (by value) telah mampu diproduksi di dalam
negeri.

‘ Kemenkes
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4. Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan untuk memastikan pembiayaan
yang cukup, adil, efektif dan efissen.

268 juta penduduk (98%) telah dijangkau oleh program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).

Porsi asuransi dalam belanja kesehatan terus meningkat, yang menunjukkan
masyarakat terlindungl secara finansial dari beban kesehatan. Pada 2024,
asuransi menyumbang 36,3% dari total belanja kesehatan nasional—terdiri dan
30,9% asuransi kesehatan sosial (JKN) dan 5,4% asuransi swasta.

Penyesuaian tarif layanan JKN untuk meningkatkan kualtas layanan peserta JKN.

5. Pilar kelima, transformasi SDM Kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan

kesehatan.

61% Puskesmas sudah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar

74% RSUD telah dilengkapi dengan 7 dokter spesialis dasar

Penguatan SDM Kesehatan terus berlanjut melalui Pengadaan ASN, Penugasan
Khusus di Puskesmas dan RS, Beasiswa, Pendidikan Dokter Spesialis meialui
RSPPU (Hospital Based), peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan
fellowship, Program Internship, kemudahan praktik bagi tenaga medis dan tenaga
kesehatan lulusan luar negeri.

6. Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan sebagai lompatan pelayanan

kesehatan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia.

SATUSEHAT Mobile (SSM) yang terverifikasi dengan target sebanyak 6,1 juta orang
pengguna.

Sebagian besar fasyankes telah terintegrasi dan mengirimkan data ke
SATUSEHAT, yaitu: 3.084 (93.8%) Rumah Sakit, 9.382 (80,8%) Puskesmas, 15.322
(65,7%) Kiinik, dan 11.012 (22,4%) Tempat Praktek Mandiri

Pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis Al, seperti pada X-ray dan CT-scan,
mampu mendeteksi berbagai penyakit dengan cepat dan akurat, antara lain kanker
paru, TB, stroke, dan lainnya.

Pengembangan layanan kedokieran presisi melalul program Biomedical and
Genome Science Initiative (BGSI) telah mencapai 17.909 (89,5%) peserta.
Layanan kedokteran presisi terus dikembangkan di 10 Hub BGSI, antara lain NIPT
(Non Invasive Prenafal Testing), pemenksaan risiko kanker, jantung, diabetes,
kolesterol tinggi karena keturunan, deteksi TB resisten obat, penyakit langka, serta
penentuan obat presisi untuk kanker, penyakit jantung, stroke, dan skizofrenia.

" Kemenkes
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Terakhir, yang tidak kalah penting, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan
tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan—pilar transformasi ke-7. Saya
berharap, seluruh pegawal dan pejabat Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah dapat
melakukan gerakan perubahan cara pikir dan cara kerja menuju birokrasi yang kompeten,
akuntabel, dan selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi kesehatan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Perjalanan menuju Indonesia Sehat adalah perjalanan panjang, menantang, dan
penuh harapan. Dengan tekad dan kerja sama, kita akan sampai pada tujuan — mewujudkan
generasi sehat yang menjadi fondasi masa depan bangsa yang hebat.

Pada kesempatan berbahagia ini, Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan Indonesia—tenaga medis, tenaga
kesehatan, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta para kader di setiap
pelosok negeri—yang dengan dedikasi tinggi telah menjaga nyawa, menebar harapan, dan
menegakkan martabat bangsa. Terus semangat, sebab perjuangan kita belum selesai.

Mari jadikan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini sebagai momentum untuk
memperkuat komitmen, menumbuhkan optimisme, dan melanjutkan transformasi
kesehatan Indonesia. Mari terus membangun kesehatan dimulai dan diri sendiri, keluarga,
masyarakat sekitar, di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga seluruh Indonesia Darl
individu dan keluarga yang sehat raga dan jiwanya, akan lahir masyarakat yang kuat, demi
menyongsong tercapainya Indonesia Emas 2045.

Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61!
Dengan Generasi Sehat, kita wujudkan Masa Depan Hebat — menuju Indonesia Emas
2045,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.

. SADIKIN
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Lampiran 5 : Analisis Program Prioritas dengan topik Materi Komite Kebijakan Serta
Kesehatan: 1. Dampak Pemeriksaan Kesehatan Gratis Pada JKN, 2. Pending Issues

Rancangan Perpres tentang Jaminan Kesehatan

09.598 i = 49%

2 RI 25 - PASSKAS MENKES
< 2 & 4 Abdil, Abdul, Adeliya, Afifa, Alfrison, Alvin,... @

& V2_240625_Format Briefing @
Sheet Menteri Kesehatan_...
4 pages - 903 KB - pdf

6 10.32
Anindya Nur Ramadhani
& V4_24062025_Laporan @
Progres Kesepakatan KKS...
22 pages - 824 KB - pdf
12.29
Selamat siang Bapak, izin melampirkan
bahan untuk kegiatan:
BRIEFING
(Luring) KKSK
Selasa, 24 Juni 2025 pukul 12:00-
17.00WIB, OJK Radius Prawiro
Peran Menkes:
Memberikan sambutan dan Laporan
e Progres Kesepakatan 12.28
Jannatiah
Key Takeaways
Bilateral Meeting with Minister of
Health, Papua New Guinea (PNG)
Senin, 16 Juni 2025, pkl 16.30 — 17.00
WITA, Hilton Hotel Bali ~
== @) )
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Laporan Progres Kesepakatan
KKSK

Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia

24 Juni 2025

Pelaksanaan KKSK Triwulan Il 2025

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Wakiu :12.00 - 17.00 WIB (diawali makan siong bersama)
Penyelenggara @ OJK
Lokaosi : Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Lantai 25
Ji. MH. Thomrin No.2 2, Gambir, Jokarta Pusal (Kompleks Bank Indonesia)
Konfirmasi Kehadiran:
Anggota KKSK
I, Menter Kesehatan : hadir
2. Mendukbongga/BKKBN : diwakilkan Wamendukbanggao
3. Kepola BPOM . hadir
4, Dirut BPJS Kesehatan : hodir
Non KKSK
1.  Kelua Dewan Eomisioner OJK : hadir
2. Kelua Dewas BPJS Kesehatan ; hadir
3. Ketuo DJSN : diwakilkan Anggota (Pak Muttagien)
4, Kemenkeu : diwakilkan 3taf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

{' Kemenkes 2
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Rundown Rakor KKSK Triwulan Il 2025

Wokiu Agendao Keterangan
12.00 - 13.00 Mokeon Siang Bersama
13.00-13.05 Menyanyikan Logu Kebangioan indonasia Raya
13.05-13.0 Pembracaan Doa

13.10-13.20 Sambulan Penyelenggara Ketua Dewan Komisionar OUK
[Miahendro Siregar)
13.20-13.45 Sambuton don Loporan Progres Kesepokaton KESK Menier Kesshalan
[Budi G. Sadikin)
13.45-14.15 Toplk 1: Coordinafion of Benefit & Co-Payment Kepala Eksekulil Pangawas Pardsuransian,

Penjaomingn, don Dana Parnsun
[Oxgi Prestomiyono)

14,15 14,45 Topik 2. Peta Julan Pembangunan Kependudukan Indonesia 2025 - Selsalars Kemendukbonggo/BREKEM

02% [Budi Setivono)

14.45- 1515 Topik 3: Dampak Cek Kesehatan Gralis (CKG) pada Jaminan Ditjen Kesprimkom Kemenkes don Ka. BEPE
Kesehatan Nasional (JEN) [Maria Endang Sumiwi dan Asrowi]

1515 14.45 Topik 4: Pending Issue RPerpres tenfong Jaminan Kesehaotan Sedrataris Jenderol Kemenkas

mefiputi: Manfaal Dgamin, Manfaal Tidak Diamin, KRIS, Kompetens. [Kunia wWibowa Dosa Mugrahic)
dan Eredansialing
16.45- 17,00 Eesimpulan Sekratars Jenderal KEemenkes
[Kurta Wibawa Dasa Nugraha)

4' Kemenkes 3

Ringkasan Eksekutif KKSK Sebelumnya

Sejok 15 Desember 2023, teloh diodakan 5 (lima) kali Ropat Koordinasi KKSK

Tanggal KKSK Rencana Tindak Lanjut (RTL) Deadine Status

ol W25 Menyelesalkan peratwan felemedisin dan telekesehalan 30/06/25
a2 X125 Membeniuk Medical Advisory Board Iz
03 MW231215 Memperbaiki proses akrediios! don kredensialing 30/06,/25
04 MIININS Menindalkdanjutl reviu kelaos RS aleh BFIS (2024) 01/04,/25
a5 0231215 Menyelesalkan konsep Shitem Rujukon Naslonal 30/06/25
ad W23/12415 Memperbalkl standor torlf JKN poda FERETL 30/04/25
oF 202312415 Memperbalkl peloksonoon Kopliosl Berbasis Kinerja 30M1/25
o8 2024/03/22 Menyeloraskan perencanaan don pengonggaran kesehoifan pusat don daesrah 30/04/25
o% 2024/03/22 Membuat kalkan kenalkan luran BFJS Kesshalan 31/03/25
[} 2440322 Memperbalkl kebljokan pencegohon dan penanganan froud JEN 30/05/25
1] W024403/22 Merancang don meloksanaokan Coordination of Benefi /03725
12 202403522 Meningkatkon kempetens! Bidon Puskesmaos uniuk Pelayanon KB Implan don IUD 30411725
13 2024507 fO6 Mengintegrasikan tata kelola program Kesehotan lbu dan Anak 15/06/25
(I} 02407 06 Memperbolkl peloksanocon skema pembayaran non- kapliosi 30/08,/25
15 02407 b Meningkatkan inferoperablliio: doto antara Kemenkes. BKKBN, BPOM dan BFIS 08/06,25
Ié 20241017 Menerapkaon Kelas Rawal inop Siandar 30/06,25
17 2025/03/04 Memaonfoatkan obat bohan olom dolom JEN 20/03/25

{' Kemenkes 4
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PIC: Kemenkes (Ka BKPK, Ka Pusbikes, Sahli Teknokes) | Deadline; 30 Junl 2025 | Stalus: ® Pending

RTL #1: Menyelesaikan peraturan telemedisin dan telekesehatan
Labuan Bajo, 15 Desember 2023

Ringkasan progres:
= Substansi telemedisin sudah dimasukkan ke RPMK Upaya Kesehatan
* RPerpres Jaminan Kesehaton (Jomkes): Manfoof pelayanan kesehaton berbasis feknologi informasi (felekesehatan dan
telemedisin) telah masuk dalom JKN.

Fending issues:

Next steps:
*  Menyelesaikon seluruh substansi RRMK Upaya Kesehalan [FIC: Kemenkes (Ko BEPE) D/L: 31 Agustus 2025, mundur 1x don
DL sebelumnya: 31 Maret 2025]
®  Menyelesoikan RPerpres lamkes yang memuat manfaot telemedisin dan felekesehatan daolom JKN [PIC: Kemenkes [Ka
BEPK. Ko. Rokum, Ka. Pusbikes], D/L: 31 Jull 2025, mundur 1x dari D/L sebelumnya: 30 Juni 2025]

{ Kemenkes 5

K ringkasan eksekutif

PIC: Kemenkes (Ka Pusbikes, Dirjen Keslan) | Deadline: 31 Desember 2024 |Stalus: Overdue

RTL #2: Membentuk Medical Advisory Board (MAB)
Labuan Bajo. 15 Desember 2023

Ringkasan progres:
+ Rakor KKSK (17 Okt 24) menyepakali konsep MAB yang menggabungkan 4 komite sejenis, yaifu (1) Dewan Perfimbangon
Klinis {DPX), {2] Tim Pencegohan Kecurangan JKN [PK-JKN), (3) Tim Kendoli Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan {4) Dewan

Pertimbongan Medis

Pending issues:
Belum disepokati substansi MAB dalom RPerpres Jomkes

Next steps:
¢ Menyelesoikan RPerpres Jamkes yang memuat substansi MAB [PIC: Kemenkes (Ka BKPK, Ka Rokum, Ka Pusbikes); D/L: 31 Juli
2025, mundur 1x dori D/L sebelumnya: 30 Juni 2025]

¢ Merancang dan menyelesaikon Permenkes tentang MAB setelah Perpres Jamkes terbit [PIC: Kemenkes (Ka Pusbikes); D/L: 31
Desember 2025, mundur 2x dari D/L sebelumnya: 31 Juli 2024, 17 November 2024)

&5 ringkasan eksekutif {1 Kemenkes 6
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C:' Kemenkes

PIC: Kemenkes (BKPK, Dirjen Keslan) | Deadline: 30 Juni 2025 |Status: ®m Pending

RTL #3: Memperbaiki proses akreditasi dan kredensialing
Labuan Bajo. 15 Desember 2023

Ringkasan progres:
e« Perbaikan konsep akreditasi sudoh masuk dolam RPMK Penyelenggaraan Fasyankes.

Pending issues:

¢ RPMK Penyelenggorcon Fasyankes substansi Peningkatan Mutu Fasyonkes sedang dalam pembahasan internal
Kemenkes.

Next steps:

¢ Menyelesaikan RPMK Penyelenggaraan Fasyankes yong memuat perbaikon akreditasi [PIC: Kemenkes (Ko. BKPK, Dirjen
Keslon), D/L: 31 Agustus 2025, mundur 1x dori D/L sebelumnya: 30 Juni 2025]

7(
3 ringkasan eksekutif { Kemenkes 7

RTL #4: Menindaklanjuti reviu kelas RS oleh BPJS (2024)
Labuan Bajo. 15 Desember 2023
Ringkasan progres:

* Pada tahun 2024, BPJS melaporkan hasil kredensialing 479 RS tidak sesuai kelasnya. Kemenkes telah mengevaluasi 479
RS tersebut, ditemukan: 302 RS sesual dengan kelasnya don 177 RS tidak sesuai kelasnya.

+* Di antara 177 RS yang fidak sesuai kelasnya, Kemenkes teloh menginsfruksikan kepada Dinkes untuk melokukan
pembinaan pada 148 RS, penurunan kelas pada 28 RS, dan 1 RS telah berhenti beroperasional.

+ Dari 148 RS yong feloh dilckukan pembinacn pada tahun 2024, 65 RS sudah memenvuhi standar kelas, sedangkan 83 RS
masih fidak sesuai kelas berdasarkon hasil re-kredensialing tahun 2025,

+ Dari 28 RS yang dilakukan penurunan kelas, 3 RS kelas B turun menjadi kelas C, dan 25 RS kelas C turun menjodi kelas D.

Pending issues: -

Next steps: -

&5 ringkasan eksekutif { Kemenkes 8
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Sekretariat Jenderal

PIC: Kemenkes (Dirjen Keslan, Ka. BKPK, Ka Pusdatin) , BPJS | Deadline: 30 Juni 202m Fidatlisg

RTL #5: Menyelesaikan konsep Sistem Rujukan Nasional
Labuan Bajo. 15 Desember 2023

Ringkasan progres:
+ Terdapat 7 regulasi yang periu diselesalkan untuk menjalankan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, antara lain:
PMK 16/2024 tentang Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi (selesai)
KMK HK.01.07/MENKES/1645/2024 tentang Kriteria Rujukan Balik (selesal)
KMK tentang Kriteria Rujukon (proses)
KMK tentang Pedoman Teknis Sistern Rujukan Terintegrasi (proses)
PMK tentang Penyelenggaraan Fasiitas Pelayanan Kesehatan (proses)
KMK tentang Klasifikasi Pelayanan Rumah Sakit (proses)
PMK tentang pedomon iDRG dalom Pelaksanaan JKN (proses) (Catatan: 18 dari 24 major disease clusfer (MDC)
sudah selesai mopping strafifikasi kompetensi layonan, é masih berproses.
e Digitalisasi: Logic dan master dota padca RS Online sudah terbenfuk untuk 3 dari 24 layanan besar yoitu Jantung, Poru,
dan Uronefro.

SR AR et

Pending issues:
e 5 dari 7 regulasi belum selesal untuk menjclonkan Sistem Rujukan Berbaosis Kompetensi

e & dari 24 MDC belum selesai mapping kompetensi layanan dengan iDRG.
Next steps:

e Penyelesaicn § regulasi lainnya (BKPK dan Yankiin | D/L: 1 Agustus 2025, mundur 1x dari D/L sebelumnya: 1 Juli 2025)
* Integrosi Sistem Rujukan Terintegrasi Online (SISRUTE) dengan P-Care [BPJS Kesehatan & Kemenkes)|D/jL: 1 Agusius
2025]

Py
2 ringkasan eksekutif ‘5 Kemenkes 9

PIC: Kemenkes (Ka Pusbikes, Dir Yanklin, Dir Take!l PKR), BPJS | Deadiine: 30 April 2025 |Status:  Overdue

RTL #4: Memperbaiki standar tarif JKN pada FKRTL
Labuan Bajo. 15 Desember 2023

Ringkasan progres:
* Rakor KKSK (6 Maret 2025) menyepakati uji coba iDRG di Rumah Sakit. Ufi coba telah dimulai pada 1 Mei 2025 di 98 RS.

* Tarif JKN akan berbasis kompetensi layanan berdosarkan grup penyakit don diognostik. Darl 24 MDC (Major Dicgnostic
Categories) ctau kategori berdasarken sistem organ don jenis penyckitnya, 18 MDC yang felah disepakati sirafifikasi
kompetensi layanannya.

Pending issues:

e Penyelesaian pilot mundur 1 bulan (30 Juni 2025) karena sistem IT RS belum siop.
e & dari 24 MDC belum selesal mapping kompetensi layanan dengan iDRG.

Next steps:

¢ Menyelesaikan uji coba IDRG di Rumah Sakit. [PIC: BPJS, Kemenkes (Ka Pusbikes}; D/L: 30 Juni 2025, mundur 1x dan D/L
sebelumnya: 31 Mei 2025].

¢ Menyelesaikan konsolidasi rujukan berbasis kompetensi dengan iDRG [PIC: Kemenkes {Dir Yankiin, Dir Taket PKP, Ka
Pusbikes); D/L: 24 Juni 2025]

o Menyelesaikan revisi PMK 26/2021 yang memuact perbalkan iDRG (sebelumnya INA-CBGs). [PIC: Kemenkes [Ka Pusbikes),
D/L: 31 Juli 2025, mundur 2x dari D/L sebelumnya: 31 Januari 2025, 30 April 2025]

e Menyelesaikon revisi PMK 3/2023 yong memuat perbaikan tarif JKN. [PIC: Kemenkes [Ka Pusbikes), D/L: 31 Juli 2025,
mundur 2x dari D/L sebelumnyo: 31 Jonuari 2025, 30 Aprit 2025).

& ringkasan eksekutif {> Kemenkes 10
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PIC: BPJS, Kemenkes (Ka Pusblkes, Dirjen Kesprimkom) | Deadline: 30 November 2025 Status: W Pending

RTL #7: Memperbaiki pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)
Labuan Bajo. 15 Desember 2023

Ringkasan progres:
* BPIS sedang vji coba pengembangan KBK di 145 lokus (April-Okt 2025) dan telah dilckukan evaluasi tahap perfama
* Pembaharuan KBK akan dituangkan dalom revisi PerBPJS 7/2019 yang diforgetkan terbit paoda November 2025.

Pending issues:
* Belum disepakati indikator KBK dan skema insentif.
* Belum disepakati pengembaongan sistem pembayaran pada RPerpres Jomkes.

Next steps:

* Menyelesaikan RPerpres Jamkes yang memuaf pengembangan sisiem pembayarcn KBK [PIC: Kemenkes (Ka BKPK, Ka
Rokum, Ka Pusbikes}; D/L: 31 Jull 2025, mundur 1x dari D/L sebelumnya: 30 Juni 2025]

* Revisi peraturan BPJS Kesehatan 7/2019 teloh memuot indikator KBK yong sudah disepakati cleh Kemenkes don BPIS
Kesehatan setelah monev pelaksanaan uji coba [PIC: BPJS, Kemenkes (Ka Pusbikes), D/L: 30 November 2025, mundur 1x
dari D/L sebelumnya: 30 September 2024]

Py
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PIC: Kemenkes (Sekjen, Ka Karorenggar) | Deadiine: 30 April 2025 | Status: Overdue

RTL #8: Menyelaraskan perencanaan dan penganggaran kesehatan pusat dan daerah
Jakarta, 22 Maret 2024

Ringkasan progres
« Pembahasan Panitio Anfar Kementerian (PAK) Perpres Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)

+ Mekanisme tunda salur sudah dituangkan di PMK 18 / 2024 tentang Juknis BOK 2025 dalam rangka mengendalikan kinerja
kesehatan daerch

Pending Issues:
+  Mekanisme tunda salur BOK menunggu evaluasi data pelaporan Pemda sebagai persyaratan salur BOK.

Next steps:
* Menyelesaikan RPerpres RIBK [PIC: Kemenkes (Karorenggar): D/L: 31 Juli 2025, mundur 2x dari D/L sebelumnya: 30
September 2024; 30 April 2025]

» Implementasi mekanisme tunda salur BOK 2025 [PIC: Kemenkes (Difen Kesprimkom, Dirjen P2, Karorenggar): D/L: 31 Juli
2025]

& ringkasan eksekutif {> Kemenkes 12
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«“ Kemenkes

PIC: DJSN, Kemenkeu, Kemenkes {Sekjen), | Deadline: 31 Maret 2025 | Status: Overdue

RTL #9: Membuat kajian kenaikan iuran BPJ5 Kesehatan
Jakarta, 22 Maret 2024
Ringkasan progres:

* Dalam pembahasan RPerpres Jomkes bulan Mei-Juni. disepakofi perlu perhitungan vliang manfaat [bauran kebijokan)
dalom JEN yang mempenganuhi DJS daniuran.

* Kajian kenaikan juran sudah disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri poda 16 Aprl 2025,
*  Proses kajian teknokrotik sedong dilokukan oleh Pokja 1 DISN.

Pending issues:

= Belum disepakali skenario kojian iuran.
= Belum disepakafi implementas KRIS.

Next steps:
Memutuskan skenario perhitungon manfaat don ivran JKN. [PIC: Kemenkeu; D/L: uniuk didiskusikan di KKSK hari ini].

K ringkasan eksekutif { Kemenkes 13

PIC: Kemenkes [Dirfen SDME, Ka BKPK), BPJS | Deadline: 30 Mel 2025 | Shatus: Overdue

RTL #10: Memperbalki kebijakan pencegahan dan penanganan fraud JKN
Jakarta, 22 Maret 2024

Ringkasan progres:
= 5E Mo. 1547/2024 yong memuat sanksi odminisiratif untuk RS terkait frowd JEN discsiolisasikan pada Oktober 2024

=  Permenkes No. 3/2025 ferbit 9 Mei 2025, mengatur 17 pelonggoran disiplin profesi fenoga medis dan kesshatan, fermasuk
tindak fraud.

* RPMK Pengeloloan SDMK masih dalom proses harmonisasi, kini Pasal 263 dari 357; sanksi pencabutan 5TR dan SIP untuk
pelanggaran individual diotur dalam Substansi Registrasi dan Perizinan.

Pending issues:
= Menunggu homonisasi RPME Pengeloloan SOME oleh Eemenkum,

MNexi Steps:

+  Menyelesaikan harmmonisasi RPMK Pengelolaan SDMK [PIC: Dijen SDME, Ka. BEPK: D/L: 31 Agustus 2025, mundur 1x daoxi DJL
sebelumnya: 30 Mej 2025)

& ringkasan eksekutif { Kemenkes 14
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" Kemenkes

PIC: Kemenkes (Ka Pusbikes, SKM Pembkes), BPJS, OJK | Deadline: 31 Maret 2025 Status: Overdue

RTL #11: Merancang dan melaksanakan Coordination of Benefit (COB)
Jakarta, 22 Maref 2024

Ringkasan progres:
+ OJK telah menerbitkan SE OJK No.7/2025 mengenci mekanisme copayment/cosharing, berlaku 1 Jonuari 20246

+ Kemenkes mengadakan serial dengar pendapat dengan asuransi dan RS ferkoit fantangan implementasi KMK 1366 Tahun
2024 tentang COB (Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan - KAPJ): capping RS terialu rendah, managed care vs
Indemnity, iuran 1 pintu

Pending issues:
e Roadmap peningkatan porsi asuransi kesehoton (swosta dan JKN) terhadap belanjo kesehaton masih pending.

Next steps:

* Revisi KMK 1366 Tahun 2024 tentang COB (KAPJ) [PIC: OJK, Kemenkes [Ka Pusbikes) dan BPJS Kesehatan; D/L: 31 Des 2025)

*  Menyelesaikan roadmap peningkatan porsi asuransi kesehatan (swasia dan JKN). [PIC: Kemenkes (Ko Pusbikes), OJK, D/L:
30 Juni 2025, mundur 2x dari D/L sebelumnyo: 31 Agustus 2024, 31 Desember 2024]

P
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PIC: Kemenkes (DirJen Kesprimkom), BKKBN | Deadline: 30 November 2025 | Status: m Pending

RTL #12: Meningkatkan kompetensi Bidan Puskesmas untuk Pelayanan KB Implan dan iUD
Jakarta, 5 Juni 2025

Ringkasan progres:
*  Awal 2024 dari 158.354 bidan di Puskesmas hanya 58.107 (36,6%) yang kompeten melayani IUD & implan

*  Akhir 2024, ferdopaoi tambahan 2.458 bidan kompeten, dengan fotal 60.565 (38,2%) bidan kompeten, dengan total
Puskesmas yang memiliki bidan kompeten sebanyak 7.826 (85,4%) dari 9.125 Puskesmas

* Saatini sedang dipersiopkan pelatihan dengan SOPHI untuk 550 bidan untuk Juli 2025.

Pending issves: -

Next steps:

« Pelatihan kontrasepsi bagi 3.290 bidan melalui dana SOPHI, DAK Non Fisik dan Pemerintah daerah dengan target 100%
Puskesmas memiliki bidan kompeten [PIC: Kemenkes (Difen Kesprimkom, Difjen SDMK, Ka. Roren), D/L: 30 November
2025)

&5 ringkasan eksekutif {1 Kemenkes 14
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i" Kemenkes

PIC: BKKEN, Kemenkes [Dirfjen Kesprimkom) | Deadline: 15 Juni 2025 | Status: Overdue

RTL #13: Mengintegrasikan tata kelola program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
Jogja, & Juli 2024

Ringkasan progres:
» Detaoil integrasi akan dibohos oleh pakar Buku ElA don pokor kartu kembang anak [KKA)

Pending issues:
& SKTim Pokor sedang dalam proses penyusunan

Next steps:
« Tindak lanjut pembentukan SK Bersama Tim Pakar anioro Kementerian Kesehatlan dan Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Kelvarga. [FIC: Kemenkes [Difjen Kesprimkom), Kemendukbangoo (Deputi Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluorga), DfL: 28 Jull 2025, mundur 1x dari D/L sebelumnya: minggu ke 3 Apel 2025 ]

» Perlemuan pakar Integrasi KKA dengan Buku KA [PIC: Kemenkes [Difjen Kesprimkom), Kemendukbanggo. D/L: 1 Aguslus
2025, Mundur 1x dari D/L sebelumnya: minggu ke 3 April 2025]

+ Proses integrasl KEA dengan Buku Kla [FIC: Kemendukbangga. Kemenkes [Diren Kesprimkom). D/L: 8 Agustus 2025, mundur
3x dari D/L sebelumnya: & Agustus 2024, 30 November 2024, 15 Juni 2025]

« Plloling implementas] integrasi KEA dengan Buku El4 [PIC: Kemenkes [Difen Kesprimkom), Eemendukbangga, DL
September-Oklober 2025, mundur 1x dan D/L sebelumnya: Juli-Agustus 20235]

K ringkasan eksekutif < Kemenkes 17

PIC: Kemenkes (Ka Pusblkes) | Deadline: 30 Agustus 2025 | Status: = Pending

RTL #14: Memperbalki pelaksanaan skema pembayaran non-kapitasi

Jogja, & Juli 2024

Ringkasan progres:

* Terdapat permasalahan kloim KB suntik don persalinon di Puskesmas yang fidak bisa segera caoir.

+ Teloh dikeluarkon SE Menkes yang mendorong agar dana non-kapitasi dopat dimanfaatkan kembali untuk pelayanan
kesehatan di Puskesmas Non BLUD dengan fetop mengikuli ketenfuon pengeloloan kevangan doerah.

*  Kemendogr secara prinsip felah sefuju revisl Perpres Nomor 32 Tohun 2014 fentang Pengelolaon don Pemanfoaton Dona
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FETP milik Pemda

Pending issues: -

Next steps:

+  Mendorang Kemendagri melakukan prakarsa revisi Ferpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengeloloan dan Pemanfoatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehaotan Nasional padao FETP milik Pemda [PIC: Kemenkes (Ka Pusbikes), D/L: 30 Juni 2025]

= Menyelesaikon revisl Permenkes Nomor & fahun 2022 tentang Pedoman Pengguncon Jospel dan Dukungon BOK dalom
Pemanfoaton Kopitasi pada FETF Milik Perndo [PIC: Kemenkes (Ka Pusbikes, D/L: 30 Agustus 2025]

& ringkasan eksekutif < Kemenkes 18
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PIC: Kemenkes (Sahli Teknokes), BKKBN, BPJS, BPOM | Deadline: 8 Juni 2025 | Status: Overdue

RTL #15: Meningkatkan interoperabilitas data antara Kemenkes, BKKBN, BPOM dan BPJS
Jogja, é Juli 2024

Ringkasan progres:

* Integrasi penuh data antara Kemenkes dengan BKKBN, BPOM dan BPJS belum sepenuhnya terjadi

+ Kemenkes & BPJS: Uji coba infegrasi RME modul klaim di 8 lokus RS telah berhasil

» Kemenkes & BPOM: Perfukaran dota KFA BPOM dan SATUSEHAT telah berhasil

« Kemenkes & BKKBN: pemadanan data fasyankes dengon Master Sarana dari SATUSEHAT

Pending issues:
e Kemenkes & BPJS: Pengembangan modul V-Klaim belum selesai.
¢ Kemenkes & BKKBN: Diskusi lanjutan teknis pemadanan dato.

Next steps:

* Perluasan uji coba interoperabilitas kiaim di seluruh RS Kemenkes fahun 2025. [PIC: Kemenkes (lfjen, Sahli Teknokes, Ko
Pusdatin, Ko. Pusbikes) & BPJS [Direktur IT BPJS), D/L: 31 Desember 2025}

+  Menyelesaikan modul V-Klaim [PIC: BPJS (Direktur IT 8PJS), D/L: 31 Juli 2025]

*  Menyelesaikon pemadanan data dan integrasi dengan BKKBN [PIC: Kemenkes {Sahli Teknokes, Xa Pusdatin, Dir. Yankesga)
& BKKBN, D/1: 31 Agustus 2025, mundur 2x dori D/L sebelumnya: 31 Desember 2024, 8 Juni 2025]

ol ringkasan eksekutif

{; Kemenkes

PIC: Kemenkes (DirjJen Keslan, Ka Pusbikes) | Deadline: 30 Juni 2025| Status: ® Pending

RTL #16: Menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Bandung, 17 Okfober 2024

Ringkasan progres:

« KRIS diatur dalom RPMK tentong Bentuk Kriteria dan Penercpan KRIS. Harmonisasi sudah dilakukan 2x paoda 19 Mei don 2
Juni 2025,

* Dar 2.624 RS yong bekerjosama dengan BPJS dan sudoh mengisi RS online: 1556 RS (59,3%) sudah memenuhi 12 kriteria
KRIS, 736 RS (28%) sudah memenuhi 9-11 kriteria KRIS, 200 RS (7,6%) sudch memenuhi 5-8 kiiteria KRIS, 48 RS (1,8%) sudah
memenuhi 1-4 kriteria KRIS, dan 84 RS (3,3%) belum memenuhi kriteria KRIS saoma sekali.

Pending issues:

* Belum disepokati:
o penyediaan tempat tidur KRIS 60% RS pemerintah dan 40% RS swaosta,
o penerapan single torif, don
a ‘wakiu dimulainya penyelenggaraan KRIS.

Next steps:
* Menyelesaikan hamoenisasi RPermenkes tenfang Bentuk Kriteria dan Penerapan KRIS [PIC: Kemenkes (Biro Hukum dan
Dirjien Keslan): D/L: 30 Juni 2025]
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PIC: Kemenkes {Dirfjen Farmalkes, Ka Pusbikes) | Deadline: 20 Maret 2025 | Sfatus Overdue

RTL #17: Memanfaatkan obat bahan alam dalam JKN
Jakarta, § Maret 2024

Ringkasan progres:
& KESK 4 Moref 2025 membahos perunyo mempertimbangkan fitofarmaka untuk masuk dalam Revisi Fornas 2025,
& Revisi Fornas 2025 sedong berjolan dan telah disusun REME Pedoman Penyusunan don Penerapan Fomrmulanium Nasional
bersama dengaon BPOM untuk dapat mengokomodr pengusulan fitctarmaoka.
+ Komife HTA Eemenkes sedang memiasiifasi HTA sederhano untuk fitofarmaoko
« PAK RPerpres Jamkes menyepakali manfaat tambahan akan dievaluasi dahulv melalul HTA fermasuk obat bahan alom

Pending issues: -

Next steps:
*  Menyelesaikan Rperpres Jamkes yarng memuat monfoat obat bahan alom dalam JEN [PIC: Kemenkes (Ka. BEPK, Ka,
Fokum, don Ka. Pusbikes], DfL: 31 Jull 2025, mundur 1x dani D/L sebelumnya: 30 Juni 2025]]
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C: Kemenkes

Rapat Koordinasi
Komite Kebijakan Sektor Kesehatan

A L
e b Al
e e e

24 Juni 2025

Kementerian Kesehatan

1. Dampak Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada JKN

OUTLINE

C: Kemenkes 2
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Visi
Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

8 17 8

Misi Program
Asta Cita Prioritas

Fondasi indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

|
l Tentangan Strategis Bangsa Indonesia ]
|

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945 ]

Dalam 8 Program Haslil Terbaik Cepat (PHIC) /

Quick Win
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis.
menurunkan kasus TBC 50% daam lima tahun dan bangun RS
lengkap berkualitas di kabupaten

Surier Lithang kamoas/RFCAIR

l{ Kemenkes

Tingkat Kepuasan terhadap Program Prioritas

= Tidak puas

wPuas = Tidak tahu

82.1% | 2.5 KRN
S _Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di setiap tabupaten
5 81.0% IRETCE . 5, 1%

Marnbangun sekolah unggul terinte

rasi di setiap kabupaten
81,05 T - 7
Bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
—E!_- 8,5%

Menutunkan kasus TBC hinaga 50 persen dalam lima tahun
| 152% [ BUNLN
Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa

[ __23.2% __ [SRNAN
{ Menaikkan gali ASN, TNI/POLRI, dan pejabat negara
— v E—— — 7%

— Menambah program kartu kessjahteraan sosial

——2_- 3.7%

\ \ Mambatikan bantuan langsung tunal
| L 66%8% | _288% _ BEIRIY
\ Makan bergizi dan susu gratis di seknlah dan pesantren
| 232% L BUN:I

Menvediakan rumah muah bersanitast baik
65,9% 24.1° 10,0%

- 7.5%

Meningkatkan pendapatan negara

Metade Passlitian
Ittusng K

. Surved ibikaryae sperastirvya e Barien Kovoes

0 emtiiion, kesstshuan & I pernithin samped dicmngiiican &
BT Kanreans Mecs M

o> Kemenkes 3

Program Hasil Terbaik Cepat: Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG)

Pemeriksaan Kesehatan Gratis mengikuti Siklus Hidup: Bayi baru lahir (2 harl), balita dan anak usia pra sekolah (1-6 tahun),
usia sekolah dan remaja (7-17 tahun), dewasa (18-59 tahun), dan lansia (>60 tahun) dengan memanfaatkan 3 momentum:

CKG ULANG TAHUN
(Mulai 10 Februari 2025)

CKG SEKOLAH
(Mulai bulan Juli 2025)

CKG KHUSUS

n baru

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksl kondisi pra

penyakit dan deteksl penyakit lebih awal.

l: Kemenkes 4
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PKG Ulang Tahun* dibagi sesuai sikius hidup dan dilaksanakan di Puskesmas dan Kliinik Swasta
(Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama/FKTP**)

Sikius Hidup

Bayl Baru Lahir
(2 harl)

Jenis Pemeriksaan

. Kekurangan homon fircid bawoan

. Kekurangan enzim pelindung se! darah merah (G6PD)
. Kekurangan homon adrenal bawaan

. Penyakit Jantung Bawaan Kritis

. Kelainan Saluran Empedu

. Pertumbuhan (Berat Badan)

. Perfumbuhan

Perkembangan

Tuberkuosis

. Telinga

Mata

Gigi

Talasemia {Pemeriksaan darah pada usia 2 tahun saja)

. Gula Darah (Pemeriksacn daroch pada wsia 2 tahun saja)

Ballta dan Anak
Prasekolah (1-6 tahun)

Dewasa (18-59 fahun) Merokok 13. Karker Paru (2 45 thn)
Lanila (> 60 tahun) Tingkat Aktivitas Fisik 14. Kanker Usus Besar (= 50 thn)
. Status Gizi 15. Maia
Gigi 16. Telinga
. Tekanan Darah 17. Jiwa
. Gula Darah 18. Hat (Hep B, C, Sirosis)

. Calon Pengantin (Anemia, Sffilis, HIV)

. Risiko Stroke, Risko Jantung (240thn) 19
20. Geriatri (= 60 thn)

. Fungsi Ginjal (= 40 thn)

9. Tuberkuosis

10.Penyakit Paru Obsiruktif Kronis (PPOK)
11.Kanker Payudara (= 30 fhn)
12.Kanker Leher Rahim (2 30 thn)

*PKG vlang tahun fidak harus diloaksanakan saat viang tahun, dapat dil kapan pun sepanj tahun satu tahun sekali I'i"
** Mulai Agustus 2025 ‘ o

DNOUBEWRN~ ONOCNBWN—~ [ aWN —~

Kemenkes 5

PKG pada Anak Usia Sekolah dan Remaja di Sekolah saat Tahun Ajaran Baru Jull 2025

Jenjang Sekolah Jenis Pemeriksaan

. Status Giz

. Merokok [Kelas 5-8)

Tingkat Akfivitas Fisik (Kelas 4-6)
Tekanon Darah

Gula Darah

Tuberkulosis

Telinga

Mata

Gigl

5D (7 - 12 fahun)

— D 00N O LN e DR —

Jiwa
. Hati (Hepatifis B)
. Kesehaton Reproduksi (Kelas 4-4)
Riwayat Imunisasi (Kelas 1)

. Status Gid

Merokok

. Tingkat Akfivitas Fsik
Tekanan Darah
Gula Darah
Tuberkulosis
Talasemia [kelcs 7)
Anemia

Status Gizl 7.

e

9. Telinga

10. Mata

11. Gigi

12, Jiwa

13. Hati [Hepatitis B dan C)
14. Kesehalan Reproduks|

SMP (13 - 15 tahun)

Anemia Remaja Pufri {kelas 10)

SMA (16 - 17 tahun)

Merokok
Tingkat Akfivitas Fsik

. Tekancn Darah

B8. Telinga
9. Mata
10. Gigl

. Gula Darah 11. Jiwa
Tuberkuloss 12. Hati (Hepatitis Bdan C) _fP
13. Kesehaton Reprocukst S -

O B LN MO B —

Kemenkes | ¢
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PKG dimulai 10 Februari 2025 ditandai dengan kunjungan kerja Wakil Presiden
dan Para Menteri/Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

“Anck muda sering merasa mosih sehat
dan mengabaikan pemeriksoon
kesehatan preventil. Padahal
kebiosoan menjaga kesehatan sejok
dini akan menjodi investasi bogi masa
depan. Proses cek kesehatan ini cepat
gratis. dan sangot mudan. Jadi, oyo kita
manfaatkan™

"Pada soot mendaftar. Saya
memperoleh struk catatan, ada nomor
anfrean, dan di bowahnya rupiahnya
nol, karena dibayar oleh negare. ini
hadiah uiang tahun dari pemerintah
Jadi mohon untuk segera melckukan
pemenksaan dan setelah tahu masaloh
yang periuv diwaspadad mengenal
kesehatannyo. ya harus memperbaiki
pola e

Surat Edaran Mendagri
Dukungan Pelaksanaan PKG di daerah

o
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"Program CKG sangat
bermanfaat, terutama bagi
g=nerasi muda dan remala,

karena mendorong deteksi dini
penyakit unfuk mewujudkan
generasi sehat di masa depan’

“Tahun ini saya berusia 61 fahun
yang berarti sudah iansia. Di progrom
CKG, pakef pemeriksaan kesehafan

Waiau usia sudah menuo, demijiwa
tetap muda can tetap produkdif
beraktivitos. Yuk para lansia di
Indonesio, segera CKG df Puskesmas
Terdekat"

l{ Kemenkes

Rapat Inflasi bersama kepala doerah : sosialiscsi awal PKG
dan evoluosa bulanan peloksonoon PKG

untuk lansia dibenkan palng lengkop.

«“ Kemenkes

7

< Kemenkes s
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan .{ Kemen kes

Sekretariat Jenderal

Tren Pendaftar dan Kehadiran PKG (10 Feb-23 Juni 2025)
Pendaftar PKG mencapai puncaknya 207.293/hari dan kehadiran 196.247/hari (23 Juni)

komuritas
rills Fenombahan fitur
pencatoton di hari
Minggu & libur

x -{ Kemenkes

9
Dato update: 21 Juni 2025 pukul 22 00 WIB

Total pemeriksaan mencapai 9,9 juia orang, terbanyak pada usia dewasa. Partisipasi
perempuan lebih banyak dari laki-laki

10,444,005 10,029 () 511 (asn)
P iaftar Puskesmas £
9,900,213 9,654 (i 507 (ssv)
Puskesmas Kob/kota
Cara Pendafiaran 400,000 Jumlah PKG Dilay B Kel k Usia
ATVASE
Lo : 3.500.000 a3w.177
Rk 2.988.915
sy 3,000,000
T2 4%
2500000
2000000
1.500.000
1.126.851
Status kehodiron Peserda PRG 1.000.000 772.004 m 2.143.495
200,000 122022 392211 s 910,252
STrain 1425 379.813 i
- | —gEm—
By Baru Lohir Bafita Anck Dewasa 18-24 Dewasa 25-39 Dienwoasa 40-59 Levrushes 2 &0 feabwir
Frasekonoh Tahun Tahun Tahun
L E— L% 7,8% n4% 30,2% 3,3% 1%
- &
|4
wPerampuan = Laki-lok t Kemen kes
2
Data update: 23 Juni 2025 pukul 22.00 WIB
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
Sekretariat Jenderal

Pelaksanaan PKG berdasarkan Provinsl Periode 10 Februarl

Kemenkes

- 23 Juni 2025

Semua provinsi telah melaksanakan PKG, Provinsi Jawa Tengah mervpakan provinsi dengan kehadiran terbanyak

Jumiah Penduduk Jumich Kehadiran FKG

S Terct I 3 135,132
fave lmor I 2164702
o oot I 1.040.T60

Emolen Bor B 492130

Jeras Boral I 50717503
Jozws e N 41.087.271
v Tengd I .13 95

- sesA
128743

Dl Javeee: 10ATTE
fancves teict I 1.5.2007
razna

8128515 Sumatera deaton | 1681

Y I Suiowen Tengora | ek

TLTE Lavpung | a5aW

6764000 husa Tenggroimr | 44630

LT Y

Mom TerggaraTme Bl S10 5
oo fenggara orat I £731.007
st W SazLTG
B W adular
Fomanion Seictor B 432330
42759
EE N
PE
218400
1maemm
fulgvemd lengoam | 243470
Sowed Lham | 177140
Entuionn B | 231048
Bangei | 213808
Motk | 197058 Calnanion Tegeh  JasM
Kepuiuor: Bangh. | 1850421 Mok s
Sulaved ot | 1EE33 S E
Fopualengan | 14vRIM Suowed Tesgan 17033
fcmorson o 1528

Keputa m‘mq\uaenu!; | s

Fapua Peguoungm | 1484858
ok (Bt CepuoonFou 1484
1742536 Sk Bt 10463

1078407 Popue BoratDova B2

et aam

a3ha 3508

7 1008

118

Pooun becken | 41481

*) per 23 juni (125 hari)
Data update: 23 Juni 2025 puiul 22.00 WIB

Ferata Kehadiran

Fepuiooan Sangea bethrg I 5.0

Iy —— ¢

PKG/Puskesmas/hari™
Jana Tonger, I

Dkl kst I §3.4%

Jos Timer I §1,4%
DiVegyorors N 47.3%
Sordery NN 452%

Goontoc I 4427,
Sumoteo fom I 4) 5%
jorsc Borst [ 40T
Smatera Secion I 33.2%
Bt Leiler I 30.5%
B N 27T
sumaters oo N 3%
fdgwed Terngoon I 1%

St St
Sumafers nton
Suimwet Tenggam
Iexpycharin
A o

Nokiey o S 244%
Ceouiouon os I 3%
Kamorion beioton I 2205
Ceimpion e 71,78

timanton ot [ 17,8%
Paguo Seater I H 8%

Wi
T
1540
15
152%
1
s

almanian Tengoh
e

bl

Subrved Tengah

Kapricuon Ry
Sulewe:

Fopua Tengah
Pagua Pegumungan

- Kemenkes

e Pegunirge | 11%

Masalah Kesehatan dari PKG pada Bayi Baru Lahir dan Balita

§ Masalah Kesehatan Tertinggi dari Bayi Baru Lahir

|

yangDiperiksa
|
Kelcinan saluran 20,2%
empedu® m
Ponyakitjentung 7.0 %
st B 72,087 .

|

R— - W
|

n— -
|

Defisiensi enzim G6PD m

[
e“e"a"&‘a“@"

fm lAmm

0,5%

*Indikasi berdasarkan pemeriksaan warna tinja bayi
Sumber: Dashboard ASIK, 24 Junl 2025 pukul 04.59

S Masalah Kesehatan Tertinggi dari Balita dan
AnakPr yangDiperi

T .

Pemerikeaan
Hemoglobin - Anemia (2 m

Gigi-Karies

‘ahun) 9.5%
Status ixzi (e8/u) -8R
Kurang 8,7%
Status oizi (TB/U) -
Stunting 5,7%

S— m
Norm

A

C{ ., Kemenkes

12
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&> Kemenkes
Masalah Kesehatan Tertinggi pada Dewasa yang PKG
Masalah Kesehatan Tertinggi dari Jumlah Orang Diperiksa di Dewasa
Tingkat Aktivitas Fisik - Kurang A
Gigi - Kanies 16 421 1 833 416 44.2%
Lingkar Perut - Obesitas Sentral 3,795 676 2 204 003 20.7%
IMT - Ovenweight & Obesitas 4,373 151 1 626 581 2%
Tekanan Darah - Hipertensi 28 10.8%
STigax ®ya

Masalah Kesehatan Tertinggi dari Pemeriksaan Lanjutan pada Dewasa Berisiko Diperiksa

Risiko Stroke - Dislipidemia 189 807 204,019
Kanker Usus - Risiko tinggi (APCS) 172,183 518,246 24.9%

P~ 47311
Fungsi ginjal - Abnormal % -

*Orang dengan hipertensi/OM
** Hepatifis B, Hepatitis C. dislipidemia, don obesitas sental

Data update: 24 Juni 2025 pukul 18.00 Wi

WTaex WY

4
[

Masalah Kesehatan Tertinggi pada Lansia yang PKG

Masalah Kesehatan Tertinggi dari Jumlah Orang Diperiksa di Lansia

Tingkat Aktivitas Fisik - Kuran JQurs SRR V=T
Gigi - Karies
Tekanan Darah- Hipertensi
Lingkar Perut - Obesitas Sentra) |GL LY Y% ;T

Kognitif - Ada Gangguan 300,784 144 429

BTidak WYa

48.2%

20.4%

Kemenkes

96.2%
61.9%

424%

36.9%
324%

Masalah Kesehatan Tertinggi dari Pemeriksaan Lanjutan pada Lansia Berisiko Diperiksa

Risiko Stroke - Dislipidemia
Fungsi ginjal - Abnormal
EKG - abnormal

*Orang dengan hipertensi/CM
** Hepatifis B, Hepatitis C, disipldemic. dan obesitas senfal

Data update: 24 Juni 2025 pukul 18.00 WIB

90,277

e
107,760 19,318

BTidak ®Ya

103,878

26.5%

15.2%

<

Kemenkes
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
Sekretariat Jenderal

l{ﬁ_.ﬁ Kemenkes

Kematian karena penyakit kardiovaskuler Indonesia paling tinggi di
ASEAN dan belum menunjukkan penurunan yang berarti

Cardiovascular disease deaths per 100,000 (age-adjusted), 1990-2021

Lao PDR

Ind

Myanmar
Cambadi

Philippines
" Viet Nam

- Malaysia

** Glabal

Brunei

D lam
Thailand
Singapore

Year

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Sumber: The Stafe of ASEAN's Health, IHME, 2025, htips://www.
events/newsroom/news-relegses/mentai-disorders-cardiovescular-d

ag-ond-rocd

Penyakit kardiovaskuler
seperti penyakit jantung
coroner, gagal jantung,
stroke, dan lain-lain

Faktor risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler di ASEAN

Ranking of risk factors by age-standardised attributable mortality

Mortality rate per 100000 people

0 25 50 75 100 125 150 175 200
Both Female Male

Pl

Dietary risks

Airpollution |

TR e S T T T T
’ HighDL cholesterol |} 4 4
: Tobacco : ! 5 7
: Kidney dysfunction : 6 5 6
\High fastingplasma glutosell 7 6 7
O M ) sl

Other environmental risks 8 ] 8
(S Figh BMT v 9 8 9
: Low physical activity 1 10 10 11

“Suboptimal temperature 1 1 12
PRk o Lol abedulp et
L Alcohol use | 12 n 10

Sumber: The State of ASEAN's Heaith, IHME, 2025. hitos://www.healthdata.ora/news-
events/newsroom/news-elegses/mental-disorders-cardiovascular-ditenses-smoking-cngd-road

-: Kemenkes
15
QTR i A Sl e S g et \
| Fakior yang dapat !
| diidentifikasi pada PKG !
I & ditindaklanjuti :
\
W ) | s (G s " Y s /
C{ Kemenkes
16

85



Tabel risiko
penyakit
kardiovaskuler
WHO

* Umur

» Jenis kelamin

« Tekanan darah
» Diabetes

» Kadar koleterol

: Kemenkes

Analisis data PKG

Target pengendalian hipertensi dan kenyataannya di Indonesia, 2023

Target pengendalian hipertensi (80:80:80):

80% kasus terdiagnosis,

80% dari yang ferdiagnosis berobat teratur,

80% dari yang berobat teratur tekanan

darahnya terkendali & 14 (16.7%)
Berobat Teratur

I 29 (28.6%
Diagnosis oleh Nakes

. Tidak Teratur
100
Hipertensi
Tidak Terdiagnosis
Kenyotaan dihitung dari data SKI 2023 Kemenkes)
Prevalens Hipertensi =9% = 100 kasus hiperiensi dari setiap 1.111 Penduduk usia 18+

3 (221%)

Terkendali

11
Tidak Terkendali

-: Kemenkes
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Analisis data PKG

Target pengenddalian diabetes dan kenyataannya di Indonesia, 2023
Target pengendalian diabetes (80:80:80):

2 (418%)
80% kasus terdiagnosk, Terkendali
80% dari yang terdiagnosis, kadar gula darah ferkendali, 5 (13.8%)
Sy X = - : = 3
80% dari kasus diabetes, tekanan darah terkendali Berobat Teratur
- 0
36 (35A8%) Tidak Terkendali
Diagnosis oleh Nakes
m 31
Tidak Teratur
100
Diabetes
64
Tidak Terdiagnosis
Kenyataan dihitung dori dofa SKI 2023 Kemenkes) '
Prevalens DM = 2.2% = 100 DM dari setiap 4545 Penduduk usia 18+ .‘ Kemenkes
Dampak CKG dan

Pencegahan Penyakit Kardiovaskuler
. CKG akan membantu menemukan kasus
prehipertensi, prediabetes dan overweight

- menemukan kasus hipertensi dan diabetes yang
belum terdiagnosis,

- kasus-kasus ditemukan dalam kondisi dini,
- Memungkinkan untuk dikendalikan,

- mengurangirisiko keparahannya

- Mencegah terjadi CVD

< Kemenkes
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
Sekretariat Jenderal

Kemenkes

Target Cakupan CKG

Analisis data PKG

Target cakupan CKG pada penduduk 18+, 2025-2029

250,000,000
200,000,000
89,459,834
150,000,000 110,462,060 .
130,026,138
100,000,000
50,000,000 90,541,685
1]
205 2024 2m?
Penduduk 18+ 200040209 201203745 203772349
TargetckG % 4% %

82,512,484

123,768,724

206,281,210

 60%

BCKG Tidak CKG

62,618,285

2029

208,727,617

Sumber data:

1. Target cakupan CKG RPJMN
2025-2029, Kemenkes

2. KMEK Mo. HK.01.07/MEMNKES/140/2024
tentang perubahan data perduduk
sasaran program 2021-2025.

3. Dpata sasaran penduduk sasaran
program 2025-2029 (dalam proses
penerbitan KMK).

4. Target CKG pada Rencana
Pembangunan Jangka Menegah
Nasional Kementrian Kesehatan RI.

5. patacke Fabruari-April 2025,
Kementrian Kesehatan RI.

6. Data Ski 2023, Kementrian Kesehatan
=

7. Data Sampel BPJS Kesehalan 2023,
EPJS Kesehatan.

l: . Kemenkes
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan .{ Kemenkes

Sekretariat Jenderal

Target cakupan PKG pada penduduk 18+, 2025-2029

250,000,000
M rkG Tidak PKG

200,000,000

62,618,285
89,659,834 £2,512.454

150,000,000 110,662,060

130,026,136

100,000,000

123,768,726

50,000,000 90.541,685

70,014,073

Taget kG 35%

Sumber data: target cakupan PKG RPJMN 2025-2029, Kemenkes

Faktor Risiko & Estimasi Jumlah

&9



C:' Kemenkes

Estimasi jumlah orang usia 18+ dengan obesitas sentral, prehipertensi,
hipertensi, prediabetes dan diabetes yang terdeteksi oleh CKG, 2025-2029

m Obesitas sentral
m Prehipertensi

m Hipertesi

®m Prediabetes

m Diabetes

5.64

13.12

8.544

23.963.

ST
10.152.041
14.702.955

8611.731

27.935.615

19.013.754

11.136.627

36.126.132

2025

2026

14.035.839

2027

21.185.8563

17.946.465
30.682.960
25.991.432

17.971.448

15.223.553

2028 2029

Merupakan sasaran edukasi dan promesl perubahan gaya hidup untuk mencegah
penyakit yang lebih fatal (seperti hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, kanker, dll)

Estimasi jumlah pengurangan kasus hipertensi dan diabetes pada penduduk usia 18+
jika segera terjadi perubahan gaya hidup pada orang dengan obesitas sentral yang
ditemukan pada CKG

¥,000.000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

Hipertensi
4,518,730
6,010334
4,768,853
3,687 659 I
2025 2026 2027 2028

7695415

2029

500,000
450,000
400,000
350,000
300.000
250,000
200.000
150,000
100,000

50,000

DM
471332
399,264
8,114
292,078
225,858
2025 2026 2027 2028 2029

Dihitung dengan asumsl intervensi perubahan goya hidup mengurangi proporsi obesitas senfral 25% dari sebelumnya.
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan .‘ Kemen kes

Sekretariat Jenderal

Analisis data PKG

Estimasi penambahan jumlah kasus hipertensi dan diabetes pada penduduk
usia 18+ dengan CKG, 2025-2029

m Hipertensi (Tanpa CKG) m DM (Tanpa CKG)

B Hipertensi (Dengan CKG) u DM (Dengan CKG)

10.865.002
13,693,502
14 B52.247
17533120

g
©
S
=
o

4.331.906
5113.827

©
8
o3
-
a
o

S S S S SR 8 P X
b 5 N B 88 S & &

“ Kemenkes
Analisis data PKG

Tambahan kasus hipertensi pada penduduk 18+ karena ada PKG
di FKTP dan FKRTL, 2025-2029

20,000,000
FTKP = FKRTL
18,000,000
16,000,000 1,928,644
14000,000 |z
1,506,285
12,000,000
10,000,000 IR
800,000  [ENEZZNITINN _ 15,604,476
6,000,000 _ 12187.217 13418900
9,469,852
490,00 747,502
2,000,000
0
2025 2026 2027 2028 2029
Tambahan kasus 8,401,688 10,865,002 13,693,502 14,852,247 17,533,120
Dinifung berdasarkan propors hipertensi 21% poda peseria |PKG Februari-April 2025), 3% pada kondisi tonpa PKG {SKI 2023), Kemenkes '
dan 11% kasus hiperfens di FKTP perlu dirujut ke FKRTL (BPJS, 2023) '~ Kemenkes

2029
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan .s Kemenkes

Sekretariat Jenderal

Analisis data PKG

Proyeksi kasus kardiovaskuler dalam 10 tahun mendatang
tanpa dan dengan program PKG
Dengan PKG tekanan darah, 20% kasus kardiovaskuler pada 10 tahun mendatang dapat tercegah

® Tanpa Program PKG ® Dengan Program PKG

7.000,000
5,000,000 880,642 5,914,847 5,990,357 6064111 6,136,028
5,000,000 4,681,941 4,709,174 4,769,292 4,828,012 4,885,270
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

0

2025-2034 2026-2035 2027-2036 2028-2039 2029-2040

Dihitung berdasorkan 70% kasus hpertensi terdiagnesis pada XG, 70% dari yang terdiagnoss berobat teratur, 70% dari yang berobat terotur iekanan darah ferkentrol

Analisis data PKG

Perbandingan temuan kasus DM dengan dan tanpa program KG
pada penduduk 18+, 2025-2029

u Dengan Program PKG » Tanpa Program PKG

12,000,000
10,123,290
10,000,000
8,884,474 9,282,655
7.997.848

8,000,000 7,251,457

6,000,000
4,800,965 4,828,890 4,890,536 4,950,749 5,009,463
4,000,000
2,000,000
0
2025 2026 2027 2028 2029
Dinitung berdasarkan proporsi DM 57 % pedo peseria (KG Februat-Aprill 2025) & 2.2% pado kondisl tanpo KG (5K 2023), Kemenkes '

lgﬁ Kemenkes
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Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan .{ Kemenkes

Sekretariat Jenderal

Tambahan kasus DM pada penduduk 18+ karena ada KG

di FKTP dan FKRTL, 2025-2029

6,000,000
u FTKP = FKRTL
5,000,000
4,000,000
474,975
3,000,000 535,554
414,133
2,000,000 etk 4,249,590
3,318,963 b
2,633,404
1,000,000 2,036,359
0
2025 2026 2027 1028 2029
Tambahan kasus 2,450,492 3,168,958 3,993,938 4,331,906 5,113,827
Dihitung berdasarkan proporsi DM 59% poda peserta (PG Februan-Apel 2025], 2.2% pada kondisl tanpa KG (5K 2023}, Kemenkes dan 1697 kasuws DM '
di FKIP periu dirvjuk ke FKRTL (BPJS, 2023) A
&, Kemenk
4 enkes

Estimasi jumlah kasus hipertensi dan diabetes pada penduduk usia 18+ tanpa
dan dengan PKG, 2025-2029

Tanpa Dengan Peningkatan Tanpa KG Dengan KG Peningkatan
PKG KG

2025 18003,619 26405307 8,401,688 (32%) 4,800,965 7,251,457 2,450,492 (34%)

Tahun

2026 15,108,337 28973339 10,845,002 (37%) 4,828,890 7,997,848 3,168,958 (40%)
2027 18,339,511 32033013 = 13,693,502 (43%) 4,890,536 8,884,474 3,993,938 (45%)
2028 15565309 33417,556 14,852,247 (44%) 4950749 9,282.655 4,331,906 (47%)
2029 18,785,486 36,318,606 = 17,533,120 (48%) 5009.463 10,123290 5,113,827 (51%)

l: . Kemenkes
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Kesimpulan

Agar dilakukan perhitungan yang lebih detail oleh DJSN Pokja 1
tentang dampak PKG secara keseluruhan kepada pembiayaan

JKN serta perkembangan lainnya.

l{ﬁ Kemenkes =»

2. Pending Issues Rancangan Perpres tentang
OUTLINE Jaminan Kesehatan

C: Kemenkes34
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1: Kemenkes

Penyusunan RPerpres Jaminan Kesehatan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 5
Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025

®

NOMOR S TAHUN 2028
TENTANG

TAHUN 2025

DENGAN RANMAT TUHAN YANG NAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  © bahwa untuk Pasal 3L

@olaksanakan kewntuas
Undang-Undang Nomor 12 mm 11 tentarg
Peraturan

munammnrwumm

Nomor 13 Tahun 2022 Kndnn atas

Uml)m Nomor 12 Mun mu
tukan Peraturan

PI-ISI

Pelaksanaan U Undang Nomor 12 Tahua 2011 tentang
Pembentukan Peraturan undangan
telah  diubah Peraturan  Presides Nomor 76

Peraturan_Felaknanasn
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 unm.
Peraturan

mﬂnmmmmmm
Penyusunan Feraturan Presiden Tahun

Substansi

@ Penyesuaian manfaat

mengakomodir manfaat yang telah dan menambahkan
berbagai manfaat baru

[
g Penyesuaian iuran

bagi peserta jaminan kesehatan baik sektor formal maupun
informal

Penyesuaian standar tarif dan mekanisme pembayaran
sesuai dengan kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis
kompetensi

Penyesualan tata kelola jaminan kesehatan nasional.

Ruang Lingkup Perubahan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan

1. Pendaftaran, Penghentlan, dan Perpindahan

1. Kerjasama Fasyankes dengan BFJSK
2. Penyesualan tarlf FFKTP

| E I peserta ke Fasliitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Perfama (FPKTPF)
R o Peserta 2

. Kepesertaan Disabllltas
dan

rastits * Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)
Kgsg'hm;: 3. Penyesuvalan tarlf FPKTL

Kepesertaan 3. Pengaturan kepesertaan untuk Pekerja
Migran Indonesla (PMI)

* Penerapan IDRG dengan kemampuan
layanan RS berbasis kompetensi

4. Pending dan Dispute Klalm

1. P Teknologl Kesehat
1. Manfaat dijamin dan fidak dijamin Tata 2. Medical Advisory Board

&=/ Manlaat T Blaya dan Urun Blaya seies 3. Penanganan Pengaduan
3. Koordinasl Antar Penyelenggara Jaminan 4, Penyesualan alur penyelesalan sengketa

(fraud)
5. Slstem Informasl Terintegrasl
Penyelenggaraan 1. Rujukan sesual kemampuan layanan
mq-\ Pelayanan 2. Pengendallan ketersediaan obat . 1. Segmentasl Khusus bagl WNA
Kesehatan luran

3. Kompensasl daerah yang tidak tersedla 2. luran berbeda untuk WNA

fasyankes memenvhl syarat

&

Saat ini, Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan sedang dibahas di fingkat Panitia
Antar Kementerian (PAK) melibatkan DJSN, Kemenkeu, Kemenko PM, Kemensos,
Kemenaker, Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan K/L terkait lainnya

€
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Lini Masa Pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan

SK PAK ditandatangan!

KMK Nomor NOMOR
HK.01.07/MENKES/303/2025
Tentang Panitia Antar Kementerian
Penyusunan Rancangan Pergturan

«“ Kemenkes

Presiden Teniang Jaminan Kesehatan Kick Off Panitia Antar
g Kementerlan (PAK) Harmonisasl
24 Mar 25 9 Mei25 1-15 Juli 25
Akhir Juli 25
2Des 24 16 Apr 25 9 Mei - 30 Jun 25 Rapat
me|
Kebi
SK DJSN Nomor 8 Tahun Rapat Tingkat Menterl Proses pembahasan Panltia Pengundangan Jamit
2024 tentang Tim Antar Kementerian (PAK)
Penetapan Tarlf, Manfaat, membahas Arah Kebijakan
dan luran Program Jaminan 14 kall rapat Tingkat Eselon Il

Kesehatan Nasional 1 kall rapat Tingkat Eselon | ]

Pokja 1:Kajian Kebijakan
dan Perhitungan Akfuaria
Pok]a 2: Sosiclisasi dan
Komunikasl Publik

Pokja 3: Perencanaan
Revisi Peraturan Presiden

' KEMENTERIAN
@ KESEHATAN
REPUBLIK

"&DMA

Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Tingkat Eselon |, 20 Juni 2025
Menyepakati:

@ Manfaat eksisting akan diatur kembali dalam RPerpres dan apabila ada
penambahan manfaat baru akan diputuskan melalui HTA

Rumusan manfaat akan dilihat satu persatu, tidak harus sama dengan rumusan
Perpres eksisting

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan

Definisi Operasional Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pertama ditambahkan kata paliatif sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023 fentang
Kesehatan

@ Dalam RPerpres ditambahkan ketentuan optimalisasi penggunaan teknologi baru

' KEMENTERIAN
. KESEMATAN
REPUSUIK
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Manfaat Medis
Draft RPerpres ' Perlu Kesepakatan
Memasukan pelayanan paliatif, obat bahan alam, 1. Paliatif perlu dimasukan agar sinkron dengan definisi
pangan olahan untuk keperluan medis khusus operasional Kebutuhan Dasar Kesehatan
dalom lingkup manfaat pelayanan kesehatan
yang dijamin. 2. Penambahan manfaat baru fidak selalu menambah

beban pembiayaan JKN

3. Pelayanan obat bahan alam dapaf dimasukan dalam
list HTA

4. Diusulkan frosa pelayanan obat dan pangan olahan
unfuk keperluan medis khusus diganfi menjadi
pelayanan kefarmasian.

' KEMENTERIAN
& KESEHATAN
REPUSLIK.

" =E

Komponen Pelayanan Paliatif telah dijamin dalam Pelayanan JKN

Pencantuman Paliatif pada Perpres Jaminan Kesehatan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
kesehatan

Pelayanan dengan pendekatan yang bertujuan memperbaiki
kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi

masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dopat Pasien mendapatkan
Pelayanan mengancam jwa dengan mencegah dan mengurang peningkatan kualitas hidup
Paliatif penderitoan melalui identifikasi dini, penilgion yang seksama, sampai akhir kehidupan dan

pengobatan nyeri dan gejala fisik lain, masalah psikososial, ~ meninggal secara bermartabat.
dan spirifual

Daftar obat untuk pelayanan paliatif dalam Fornas:

- Non Stercidal Anfi-inflammatory Drug (NSAID): Selekoksib, Dikofenak, Ibuprofen,
Ketoprofen, Ketorclak, Asam Mefenamat, Tramadol

- Opioid untuk nyeriringan-berat: Kodein, Hidromarfon, Marfin, Fentanil. Oksikodon

- Terapi adjuvant: Antikonvulsan, Neurcleptik, Antiansietas, Anfidepresan, Korfikosteroid,

Bifosfonat
suoer, iy e
1. Kepmenkes No. HK.01.07 /MENKES/2180/2023 fentang Pedoman Penyelengoarcan Pelayanan Podiatif o REPUSLIK
2  Kepmenkes Mo, HK.OT.07/MENKES/2197/2023 fentang Fomularium Nasional, yang diubah dengan Kepmenkes No, HK.01.07 /MENKES/1818/2024 ‘ INDOWESIA
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Pelayanan Paliatif pada Berbagai Negara

Pelayanan Paliatif menunjukkan penghematan biaya dari penurunan rawat inap, penggunaan ICU,
dan kunjungan gawat darurat, direkomendasikan untuk diintegarasikan ke dalam sistem asuransi.

Inggris

Amerika Serikat

Jerman

Negara Berpenghasilan
Rendah dan Menengah
(LMICs) dan WHO

Pelayanan paliafif mengurangirawat inap darurat sekitar 20%, menghemat
£2.500-£3.000 per pasien (Gomes et al.. 2015).

NHS (National Health Services) mendorong layanan berbasis komunitas untuk
mengurangi beban rumah sakit

Konsultasi paliatif di rumah sakit menghemat $3.000-$7.000 per rawat inap
(Morison et al., 2018).

Perawatan dini pada kanker metastatik menurunkan biaya intervensi agresif
sebesar 20-30% (Temel €t al., 2010).

Program manfaat Palliative Medicare menghemat sekitar $2 miliar per tahun.

Asuransi kesehatan waijib mencakup pelayanan paliatif rawat jalan dan hospice,
mengurangi lama rawat inap 15-25% [Radbruch et al., 2014).
Penghematan diperkirakan sebesar €1.000-€2.500 per pasien.

Pelayanan berbasis komunitas mengurangi rawat incp ~25% dan biaya 70-80%
lebih rendah dibanding rawat inap (Cleary et al., 2018).

WHO merekomendasikan integrasi pelayanan paliatif dalam cakupan kesehatan
semesta (UHC).

4

“ Kemenkes

Obat Bahan Alam yang telah terbukti efektif pada kajian HTA diusulkan
untuk masuk dalam pemanfaatan layanan JKN

m Obat Bahan Alam mepakan salah satu
sediaan farmasi tercantum pada UU No. 17
Tahun 2023, dimana Obat Bahan Alam
digolongkan menjadi:

a. Jamu

b. Obat Herbal Terstandar

c. Fitofamaka

d. Obat Bahan Alam Lainnya

Fitofarmaka telah dimanfaatkan pada rumah

sakit dan FKTP

Totol belonjo fitofarmaka di RS don FKTP, dalam Rupiah

2025 _— 3EM

20a 19M

Obat Bahan Alam yang divsulkan masuk manfaat
JKN:
1. Memiliki izn edar BPOM
2. Memiliki keamanan, efikasi, dan efekfivitas
yang telah dibuktikan melalui uji klinik
3. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio)
yang paling menguntungkan pasien
4. Memiliki value for money dan kajian dompak
anggaran yang balk berdasarkan hasil HTA

Beberapa kajian HTA Fitofarmaka telah dilakukan:
a. Inlacin® (DM Tipe 2):
+ Studi Farmakoekonomi: ICER* = 1-3x GDP — Cost-
effective

b. Disolf® (Stroke Iskemik):
+ Studi Farmakoekonomi: ICER < 1x GDP — Sangat
Cost-effective

106M

iy ™
o

®Rumoh Sakit

Sumber: e-Kodofog, LKPP

W Dinas Kesehatan

*ICER: Incremental Cost-Effectiveness Ratio
L&

< Kemenkes

‘ Kemenkes
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Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) telah diadakan
untuk Program JKN dan Program Pemerintah

Pencantuman PKMK pada Perpres Jaminan Kesehatan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
kesehatan

+ PKMK untuk Kelalnan
Metabollk Bawaan (KMB) * 5]enls

Program JKN « PKMK untuk Bayl Berat Lahir e 2Jenis
sangat Rendah (BBLSR)

Program
Pemerintah
(Pusat/Daerah)

« PKMEK untuk Ballta Stunfing +
Wasting usla >= 1 tahun e 1lenks

l: Kemenkes

Daftar Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK)
(Program JKN dan Program Pemerintah)

Tujuan ferapi Jenis PKMK Bentuk Sediaan Pembiayaan
Kelainan + Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PEMK) untuk
pasien kelainan metabolik Maple Syrup Urine Disease (MSUD) Bubulk
metabolik .
* Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus [PKMEK) untuk
bawaan (KMB) pasien kelainan metabolik Isovaleric Acidemia (IVA) Bubuk
* Pangan Olchan untuk Keperluan Medis Khusus [PEMK) untuk
pasien kelainan metabolik Tyrosinemia Bubuk JKN
* Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PEMK) untuk
pasien kelainan metabolik Phenylketonuria (PEU) Bubuk
* Pangan Olahan untuk Keperiuan Medis Khusus (PKMK) unfuk
pasien kelainan metabolik Galaktosemia Bubuk
+ Pangan Olahan untuk Keperuan Medis Khusus (PKMEK) untuk
Bayi berat lahi
{1 s pelengkap giz air susu ibu (human milk fortifier) Bubuk
sangat rendah . JKN
* Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus [PKMEK) untuk
(BBLSR) bayi prematur Bubuk & cairan
« Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus [PKMEK) untuk
Stunting % ¥ h : i
Balita Stunting + Wasting usia>= 1 tahun Bubuk Program Pemerintah

l: Kemenkes
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Substansi Pending: Manfaat yang dijamin
Skrining Kesehatan Tertentu

Draft RPerpres O Perlu Kesepakatan
1. Skrining kesehatan terientu didahului dengan skrining « Skrining kesehatan tertentu tidak didahului dengan skrining riwayat
Riwayat kesehatan kesehatan.
2.Jenis penyakit yang dilakukan skrining kesehatan « Jenis penyakit yang dilakukan skrining kesehatan ditetapkan
ditetapkan Menteri Menteri dan tidak dirinci dalam RPerpres
Skiining secara massif perlu dilakukan karena terdapat beban masalah
kesehatan pada seluruh siklus kehidupan
Bayi, Balita & Anak Pra-Sekolah Anak Sekolah dan Remaja Dewasa dan Lansia
» Obesltas 23.4%
& : mﬁf’;;‘% + Hipertens! 30.8%
Stunting 21.5% | N oGula 243%

Namun, baru 39,8 % yang telah skrining penyakif 1

Pemeriksaan Kesehatan / Skrining bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan agar masyarakal tetap sehat dan fidak beranjut menyebabkan timbulnya
penyakit

2. Mendeteksi kondisi pra penyakit agar tidak berkembang menjadi penyakit

3. Mendeteks! penyakit leblh awal agar dapat diberikan penanganan yang fepat dan mencegah komplikasi serta
menurunkan risiko kecacatan dan kematian

Substansl Pending: Manfaat yang tidak dijamin

Pelayanan Kesehatan untuk Korban Tindak Pidana

Draft RPerpres \ _ Perlu Kesepakatan
Pelayanan kesehatan aklbat tindak pidana 1. Skema penjaminan tferhadop pelayanan yang
penganiayaan, kekerasan seksual, korban sudah didanai AFBN/APBD

terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang

yang felah dijamin melalul skema pendanaan lain 2. Pellbatan peran BFJS Kesehatan (verifikasi,
yang diaksanakan kementerian/ lembaga atau mekanisme reimburse)

Pemerintah Daerah sesuai dengan kefentuan

peraturan perundang-undangan

' KEMENTERIAN
. KESEHATAN

B oo

«“ Kemenkes
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Kamar Rawat Inap Standar
Draft RPerpres e ) Perlu Kesepakatan
Pengaturan 12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar tanpa

"~ Penerapan KRIS untuk standarisasi minimum kelas
pembedaan kelas perawatan

perawatan yang dapat diakses untuk semua peserta

12 Kriteria Utama Fasliitas Ruang Perawatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Kesiapan RS dalam Implementasi KRIS
1588 RS (60,27%) sudah memenuhi 12 kriteria KRIS

Dari 2637 RS yang

mengisi RS Online

159.387 11

dialokasikan untuk

implementasi KRIS

195 &
84

| o e ee—— B
I Jumloh Total Ty Bowm 4l P o0y [l
" ;i . Memenuhi Memenuhi Belum :
| RSyang g Memenvhi fy Memenubi i ggygteriq |1 1.4kiteia |! memenuhi ||
| sudahisi RS g K.IRi?Sk';lOegG] i 9-11 kriteria |3 KRIS I RIS :l kriterla KRIS ::
Online ¢ (60.2%) i KRIS (27,.2%) W | 1 '
1 i ) I (1.9%) (31%) 4!
—————— =1 { il ; 1 I
T ) et g B 0 1l | S mmies e !
pada 30 Juni :i g&%’f‘g’? ;EQ" || Peflu upaya maksimal dalam pemenuhannya !

_____ 225 | Desember 2025 i sampai dengan 31 Desember 2025 ! 4 Kemenkes
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Subsiansi Pending

Pelayanan Berbasis Kompetensi dan Kredensialing

Draft RPerpres Perlu Kesepakatan
Pelayanan Kesehatan bagi peserta dilaksanckan sesuai 1. Pelayanan Kesehctan berbasis kompetensi fidak lagi
kebutuhan medis dan kemampuan layanan berjenjang.

2. Kredensialing dilakukan paoda saat awal Kerjgsama tanpa
ada rekredensialing atau reviu kompetensi pelayanan

3. Kerjasama dengan Fasyankes dapat mencakup
pengembangan pelayanan sesuai kebutuhan.

l: Kemenkes s

Perubahan Sistem Rujukan Dari Berjenjang Berdasarkan Kelas RS Menjadi Berdasarkan Kemampuan
Layanan (Perubahan Klasifikasi RS)

sebelum sesudah
Jejaring Pelay 1 hat
. = Regulasi lainnya akan
s, Pelayanan  dictur dalam:
Rujukan Berjenjang o — s
FKTP

» KMK Kriterla Rujuk

1 Kriteria Rufukon sesual Ballk [PRB]
RS KELAS A peneplbie Gt RS *  KMKKriterla
| S Rujukan (Proses)
> Mastva + KMK Pedoman
RS KELAS B Teknls Sistem
Rujukan
RS KELAS C oA Jodiienut
Pelay [Proses)
Utama s PMK
RS KELAS D Penyelenggaraan
Fasliitas Pelayanan
’ RS Kesehatan (Proses)
: Pelayanan e  KMK Klasifikasl
Fadpirna Pelayanan Rumah
Penantuan nijdkan cleh DPJP atouTonoga Kesehaton Sakit (Proses)

f%seml ketentuan Peraturon Perundang-Undonigan
@ rujukan Vertikal @) Rujukan Horizontal ujuk Balik

FMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prinsip: Kemudahan Akses, Terjangkau, Berkualitos

Sistem Rujukan Pelayonan
Kesshatan Ferorangan Sistem Rujukan Berdasarkan Kemampuan Layanan fertuang pada PMK 146/2024 Peraturan Menierl Kesehatan 50
Republik Indonesla Nomeor 14 Tahun 2024 fenfang Sisiem Rujukan Pelaoyanan Kesehatan Persecrangan
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Logic Rancangan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi & Tingkat Keparahan

RS TERDEKAT
Rupah Rasan = " [ oo B
Klinis
Tingkai Keparohan -I- l I
Diagnosis Tegak P-CARE/ 1
Kebutvhan Medis KONDISI KUNIS/ V CLAIW DIAGNOSIS 1
DIAGHOSIS RUJOL EMERGENSI RS !
| .
l J :
TIDAK TINGKAT TINGKAT 1
KOMPETENSI FKTP KOMPETENS! RS 1
1
1
Slstem l"hkﬂﬂ 1
L l TR KRITERIA Berbasls WRITERIA oK ]
ALLEAN el RELARKAN !
RUMAH SAKIT A | YA :
L] 1
1
TATA LAKSANA ;
TATA LAKSANA 1
i l DI RUMAH SAKT !
RS TUIUAN -
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Isu yang perlu disepakati

1. Pelayanan Paliatif

2.0Obat Bahan Alam

3.Skrining Kesehatan

4.Pelayanan Kesehatan untuk Korban Tindak Pidana
5.KRIS

6. Kompetensi dan Kredensialing

-: Kemenkes
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